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JUDUL TESIS : PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
(Kajian Terhadap Pemikiran Baharuddin Lopa)
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui dan memahami
prinsip-prinsip Baharuddin Lopa dalam penegakan hukum, 2) mengkaji
pemikiran Baharuddin Lopa dalam upaya penegakan hokum di Indonesia.
Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka dalam penelitian ini
digunakan pendekatan syar’iy, sejarah, sosiologis, hukum dan filosofis.
Penelitian dalam tesis ini adalah kajian tokoh dan tergolong library
research, data dikumpulkan berupa buku-buku tulisan Baharuddin Lopa,
mengutip dan menganalisis data atau pemikiran yang mempunyai relevansi
dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas, dan menyimpulkannya.
Bagi Baharuddin Lopa dalam upaya penegakan hukum di Indonesia,
maka hal yang paling utama adalah integritas moral yang terpuji yang
berasal dari internal pribadi orang-orang yang ikut serta dalam penegakan
hukum. Jujur, adil, ikhlas dan berani serta profesional merupakan modal
yang paling mendasar dalam menegakkan hukum. Prinsip hidup yang
paling mulia, ketika telah tertanam dalam diri seseorang akan keyakinannya
yang mantap bahwa segala yang dilakukan di dunia ini merupakan ibadah
kepada Allah dan akan dipertanggungjawabkan di hari kemudian.
Menegakkan hukum bukanlah perkara yang sulit asalkan para penegak
hukum memiliki komitmen kuat untuk menegakkan kebenaran dan
keadilan. Kebenaran dan keadilan merupakan dua hal penting yang akan
lahir dari pribadi yang bermental tangguh; jujur, adil, sederhana,
professional dan bertanggung jawab atas amanah yang dibebankan
kepadanya. Memahami aturan perundang-undangan secara komprehensif
beserta teknik operasional hukum. Keberanian mengungkap kasus tanpa
adanya beban dan bersih dari intervensi politik. Hanya dengan konsekuen
dalam menegakkan hukum, suatu bangsa akan bisa beranjak dari
keterpurukan ekonomi, politik, sosial dan budaya.
Dengan mengenal dan memahami prinsip dan pemikiran Baharuddin
Lopa, maka sangat penting untuk mencontoh keberanian dan kejujurannya




A. Latar Belakang Masalah
Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, Indonesia memiliki cita-cita
yang mulia untuk mensejahterakan rakyatnya, mewujudkan cita-cita
perdamaian dan keadilan. Sebuah negara yang bermartabat, negara yang
berdaulat, negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, negara
demokrasi, dan negara hukum. Untuk mewujudkan cita-cita di atas, maka
hukum harus dapat berfungsi sebagai sesuatu yang bersifat supreme di atas
kepentingan ekonomi dan politik. Dalam sebuah negara hukum, secara
konsepsional hukum harus menjadi pilar utama dalam mencegah dan
memberantas berbagai kejahatan yang terjadi dalam kehidupan ini.
Sejak gelora reformasi tahun 1998 yang berujung pada berakhirnya
kekuasaan dan kekuatan rezim orde baru, salah satu tuntutan sekaligus menjadi
agenda dan amanah yang sangat mendesak adalah penegakan hukum.
Ironisnya, kasus-kasus hukum muncul kepermukaan secara bergantian dan
seringkali menyita perhatian publik pada berbagai lapisan. Belum selesai kasus
yang satu muncul lagi kasus yang lain, bahkan lebih besar dan lebih jahat.
Bertumpuknya kasus-kasus hukum ini berpotensi adanya kasus yang
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terabaikan atau minimal diberhentikan di tengah jalan. Sehingga banyak
kalangan yang menilai bahwa agenda reformasi hukum dan realitas penegakan
hukum di Indonesia berjalan tertatih-tatih dan jauh dari harapan masyarakat.1
Kenyataan ini berimplikasi pada kurangnya kepercayaan masyarakat pada
lembaga yang berkompeten dalam penegakan hukum dan keadilan. Tidak
mengherankan kalau di mana-mana banyak yang berteriak, memberikan
kritikan, tuntutan bahkan hujatan kepada pemerintah, para penegak hukum dan
pihak yang dianggap ikut bertanggung jawab terhadap ketimpangan sosial,
budaya, ekonomi, dan hukum.
Akhir-akhir ini, berbagai peristiwa hukum yang telah digelar Kejaksaan,
baik pada tingkat Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Agung, tidak lebih dari
rangkain tontonan hukum yang semu (simulacrum of justice), yang hanya
memproduksi iring-iringan image kebenaran hukum (image of the truth)
ketimbang kebenaran hukum yang hakiki (the truth).2 Mengusut bayang-
bayang objek hukum ketimbang objek hukum yang sesungguhnya.
Salah satu persoalan penting yang harus diwaspadai dalam rangka
mengawal penegakan hukum adalah munculnya intervensi kepentingan politik
1 Bambang Sutiyoso, Aktualita Hukum dalam Era Reformasi, Paparan Aktual Berbagai
Permasalahan Hukum dan Solusinya Selama Proses Reformasi di Indonesia (Cet. I; Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2004), h. VII.
2 Yasraf Amir Piliang, Hantu-hantu Politik dan Matinya Sosial (Cet. I; t.t.: Tiga Serangkai,
2003), h. 283.
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secara intens. Apabila hal ini terjadi, maka akan terjadi permainan politik
(political game) di dalam permainan hukum, ditambah lagi dengan permainan
ekonomi, dan permainan media. Dalam situasi seperti ini muncul kesan bahwa
masyarakat seakan-akan diperangkap di dalam turbulensi hukum; sebuah
kesimpansiuran bahasa, ungkapan, dan keputusan yang mengaduk-aduk
kebenaran tanpa ada kepastian hukum yang adil. Hukum kadang-kadang
tumpul dalam memotong kesewenang-wenangan, hukum cenderung tidak
mampu menegakkan keadilan dan tidak menampilkan dirinya sebagai solusi
atas berbagai ketimpangan, baik pada bidang ekonomi, sosial, politik, dan
hokum itu sendiri.3
Mengkaji penyebab terperangkapnya bangsa Indonesia ke dalam krisis
multidimensional, salah satu sumber masalahnya terletak pada penegakan
hukum itu sendiri. Sudah banyak statemen yang disampaikan adanya keinginan
kuat untuk mewujudkan penegakan hukum di Indonesia. Ingin mengadili para
koruptor, akan mengusut tuntas para pelaku kejahatan, namun keinginan
tersebut hanyalah merupakan slogan, mengusut bayang-bayang dengan dalih
penegakan hukum secara konsekuen dan penuh keadilan. Namun dalam
kenyataannya, upaya tersebut belum berjalan secara maksimal. Realitas ini
bukan hanya menyebabkan bangsa Indonesia mengalamai krisis
3 Abdul Manan, Aspek-aspek Pengubah Hukum (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2005),
h. 108.
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multidimensional yang berkepanjangan, bahkan Indonesia digiring masuk ke
dalam daftar salah satu negara terkorup di dunia.
Secara socio-religious, Indonesia adalah penganut agama Islam terbesar
di dunia. Islam sangat tegas melarang mendekati atau melakukan sesuatu yang
telah diharamkan oleh Allah swt. misalnya berzina, meminum minuman yang
memabukkan, larangan membunuh jiwa, dan larangan memakan harta orang
lain dengan cara yang tidak benar. Larangan-larangan ini dimaksudkan untuk
melindungi hak-hak individu demi kemaslahatan umat manusia.
Islam adalah agama yang sangat mengedepankan etika-moral dalam
koridor iman dan takwa kepada Allah swt. Dalam al-Qur’an Allah
menyampaikan pernyataan-Nya, pada QS al-A’raf/7 : 96, sebagai berikut:
نْ لكِ وَ ضِ رْ الَ اْ وَ اءِ ـمَ السَّ نَ مِ تٍ اكَ َربَـ مْ ـهِ يْ لَ ا عَ نَ حْ تَ فَ لَ اوْ قَ اتـَّ ا وَ وْ نُـ ى امَ رَ لقُ اْ ـلَ هْ اَ نَّ اَ وْ لَ وَ 
نَ بوْ ـُسِ كْ ا يَ وْ انُـ ا كَ مَ ـبِ مْ نـهُ ذْ خَ أَ ا فَ وْ بُـ ذَّ كَ 
Terjemahnya:
Jikakalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa,
pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan
bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa
mereka disebabkan perbuatannya.4
Pada ayat yang lain, Allah swt. juga menyebutkan melalui kalam-Nya
dalam QS al-Māidah/5 : 66, sebagai berikut:
4 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Revisi (Semarang: CV. Toha Putra,
1989), h.  237.
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ـنْ مِ وَ مْ ـهِ قِ وْ فَـ ـنْ مِ اوْ ـلُ كَ َألَ مْ ـهِ بِّ رَّ نْ ـمِ مْ يهِ ـْلَ اِ لَ ـزِ نْ ـا اُ مَ وَ لَ يْ ـجِ نْ اْالِ وَ ةَ ر وْ ـا التَّ وْ امُ قَـ اَ مْ ـهُ نَّ اَ وْ ـلَ وَ 
...مْ هِ ـلِ جُ رْ اَ تِ حْ ـتَ 
Terjemahnya:
Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil
dan al-Qur’an yang diturunkan kepada mereka dari Rabb-Nya, niscaya
mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki
mereka….5
Kedua ayat tersebut menyampaikan informasi penting bagi keberkahan
hidup manusia. Allah swt. berkehendak agar iman dan takwa menjadi pilar
utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di dunia. Menurut
Wahiduddin Khan, term “iman” pada ayat tersebut (QS al-A’raf/7:96) adalah
sinonim dengan revolusi berpikir. Orang yang beriman kepada nabi
Muhammad saw. pada abad-abad pertama Islam memahami benar bahwa iman
sebenarnya kehendak berpikir dan keinginan kuat yang bersumber dari
perasaan.6 Mengabaikan masalah iman dan takwa dalam setiap aktivitas
manusia, Allah akan menunda berkah dan rahmat-Nya kepada suatu kaum-
bangsa yang berakibat pada rusaknya moral bangsa serta munculnya krisis
kepercayaan. Terjadinya dekadensi dan erosi moral, kurangnya integritas
kepribadian yang terpuji, merupakan salah suatu indikasi dari kehancuran
suatu negeri. Apabila akhlak suatu kaum baik, maka baiklah negeri itu dan
5 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Revisi, h. 171-172.
6 Wahiduddin Khan, قضیة البعث االسالم, المنھـج والشروط  diterjemahkan oleh Anding Mujahidin
dengan judul Metode dan Syarat Kebangkitan Baru Islam (Cet. I; Jakarta: Robbani Press, 2001), h. 24.
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apabila akhlak suatu kaum rusak, maka rusaklah negeri itu. Akibat semua ini
berimplikasi pada rapuhnya penegakan hukum.
Menyikapi realitas tersebut, maka rekonstruksi spirit dan revitalisasi
pemikiran “sang pendekar hukum” Baharuddin Lopa merupakan sesuatu yang
urgen di tengah-tengah kondisi penegakan hukum yang semakin terpuruk.
Seorang putra bangsa yang telah membuktikan keberaniannya dalam
membongkar berbagai kasus hukum yang pernah terjadi semasa hidup beliau.
Terutama ketika beliau Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dari tahun
1982-1985, yang terkenal dengan “operasi November” yang dibentuknya
sendiri. Dalam jangka waktu 3 tiga tahun, masa kepemimpinan Baharuddin
Lopa, telah berhasil membongkar kasus tindak pidana korupsi sebanyak 265
kasus dengan kerugian negara Rp. 29 milyar.7 Upaya yang ditempuh oleh
Baharuddin Lopa menunjukkan kesungguhan beliau dalam menegakkan
hukum tanpa tebang pilih.
Ketika diangkat menjadi Menteri Kehakiman dan HAM, keluarlah
sebuah maklumat yang disebut sebagai "Maklumat Lopa", khusus menyoroti
kinerja aparatur penegak hukum, terutama dalam lingkungan Departemen
Kehakiman dan HAM (sekarang Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia).
Keberanian dengan kacamata kebenaran dan kejujuran menjadi kunci bagi
7 Baharuddin Lopa, Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia (Cet. I;
Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987), h. 74.
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siapa pun yang ingin menegakkan hukum. Berbicara tentang penegakan hukum
di Indonesia, Baharuddin Lopa adalah tokoh yang pantas dijadikan referensi.
Tokoh yang disebut oleh banyak kalangan sebagai pengabdi yang tangguh.
Dalam menjalankan tugasnya beliau hanya mengenal hitam atau putih, tiada
kelabu baginya. Ia mempelajari hukum, berbicara tentang hukum, dan
konsekuen dalam menegakkan hukum.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka pokok masalah
pembahasan ini adalah Bagaimana pemikiran Baharuddin Lopa dalam upaya
penegakan hukum di Indonesia. Sedangkan sub masalahnya sebagai berikut:
1. Bagaimana Prinsip-prinsip Baharuddin Lopa dalam upaya penegakan
hukum di Indonesia?
2. Bagaimana pemikiran Baharuddin Lopa dalam upaya penegakan hukum
di Indonesia?
C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian
Untuk menghindari terjadinya pembahasan yang tumpang tindih (over
lapping) agar lebih terarah pada pokok permasalahan yang diangkat dalam
tesis ini, maka perlu dikemukakan pengertian judul.
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Penegakan” diambil dari
kata tegak yang berarti berdiri, lurus ke atas, mengusahakan supaya tetap
berdiri.8 Jadi, penegakan dapat diartikan sebagai upaya untuk membangun,
menguatkan dan mengokohkan.
Sedangkan kata “Hukum” berarti tata aturan dan perundang-undangan,
keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim, perintah Allah dan
Rasul-Nya yang wajib ditaati, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai
peristiwa.9 Seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam satu
system….10 Dengan demikian hukum adalah suatu
“Pemikiran” asal katanya adalah “pikir” yang berarti akal budi, ingatan,
angan-angan, berpikir menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan,
memutuskan sesuatu.11 Pemikiran dapat diartikan ide-ide atau gagasan yang
dikembangkan melalui proses berfikir yang sistematis.
Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksudkan dengan
“Penegakan Hukum di Indonesia” adalah menjadikan hukum sebagai sub
8 Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. IV; Jakarta: PT. Media Pustaka
Phoenix, 2009), h. 852.
9 Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 331.
10 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis) (Cet. II;
Jakarta: PT. Gunung Agung Tbk, 2002), h. 35.
11 Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 659.
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sistem tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melindungi hak-
hak dan kepentingan masyarakat. Selain itu, juga dalam rangka mencegah
orang agar tidak melakukan kejahatan, sekaligus menindak dengan tegas para
pelaku kejahatan berdasarkan aturan yang berlaku.
Oleh karena itu, ruang lingkup penelitian tesis ini adalah kajian terhadap
pemikiran-pemikiran Baharuddin Lopa dalam upaya penegakan hokum di
Indonesia.
D. Kajian Pustaka
Berbicara tentang penegakan hukum di Indonesia, khususnya
pemberantasan tindak pidana korupsi, Baharuddin Lopa adalah tokoh yang
unik dan menarik perhatian banyak kalangan. Sehingga tidak dipungkiri akan
adanya tulisan atau penelitian, baik berupa bulletin, majalah, koran, makalah,
skripsi, bahkan dalam bentuk buku yang menceritakan tentang Baharuddin
Lopa. Tulisan dan penelitian yang dimaksud, sebagai berikut :
Buku yang berjudul Dalam Sejarah akan Dikenang: Jejak Langkah dan
Pemikiran Bupati di Sulawesi Barat 1960-2005. Yang ditulis oleh Sarman
Sahuding. Salah seorang tokoh penting yang pernah menjadi bupati Majene
(tahun 1960) adalah Baharuddin Lopa. Secara umum buku tersebut
menceritakan tentang kisah perjalanan hidup Baharuddin Lopa, dari mulai
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kampung halamannya sampai pada puncak karirnya sebagai Jaksa Agung.
Dengan prinsipnya yang kuat, dalam buku ini juga dikisahkan tentang
kesungguhan Baharuddin Lopa untuk menuntaskan kasus-kasus besar yang
berada dalam kewenangannya karena Allah swt.
Buku yang berjudul Apa dan Siapa Baharuddin Lopa: Sketsa
Perjalanan Seorang ‘BARLOP’ Pendekar Hukum dan Keadilan Indonesia,,
yang ditulis oleh Hendro Dewanto dkk, seorang Jaksa Agung Muda Tindak
Pidana Khusus. Buku tersebut berisi kisah perjalanan hidup dan karier
Baharuddin Lopa sejak menjadi jaksa muda, Menteri Hukum dan HAM,
hingga terakhir menjadi Jaksa Agung. Dalam buku ini juga menceritakan
langkah-langkah tegas mendiang ketika bekerja sebagai jaksa.
Buku yang berjudul Apa dan Siapa Tokoh Indonesia sejak Tahun 1960-
1986. Yang ditulis oleh Tim Redaksi Majalah Tempo. Salah seorang tokoh
yang dihadirkan biografinya dalam buku ini adalah Baharuddin Lopa.
Hubungannya dengan Baharuddin Lopa, buku tersebut lebih fokus pada
riwayat hidup, prinsip penegakan hukum dan karya-karyanya.
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Buku Ensiklopedi Tokoh Indonesia. Dalam buku ini diuraikan tentang
tokoh-tokoh penting di Indonesia. Salah seorang putra terbaik bangsa
Indonesia yang memiliki pengaruh dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia
adalah sosok penegak dan pendekar hukum, Baharuddin Lopa. Buku tersebut
lebih banyak menguraikan kisah perjalanan hidup dan kiprah Baharuddin Lopa
dalam penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, juga dijelaskan tentang
warisan penting yang ditinggalkan oleh beliau yang petutu dicontoh bagi para
pejabat, terutama bagi para aparat penegak hukum.
Makalah yang ditulis oleh Zainuddin Ali yang berjudul Pendekar
Hukum yang Pantas Menjadi Panutan di Dunia : Baharuddin Lopa Pendekar
Hukum dari Sulawesi. Dalam tulisan tersebut diuraikan tentang perjalanan
karir Baharuddin Lopa serta upaya beliau dalam memperjuangkan penegakan
hukum di Indonesia. Zainuddin Ali juga mengemukakan bahwa Baharuddin
Lopa sosok manusia yang hampir tidak punya rasa takut kecuali kepada Allah
swt. dan karakter dan integritasnya yang tinggi menyebabkan Baharuddin Lopa
tidak pernah putus asa dalam menegakkan hukum, sekalipun ada ancaman
akan hilangnya jabatan dan karirnya. Selain itu, juga jelaskan tentang latar
belakang kultur dan kampung kelahiran Baharuddin Lopa.
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Berdasarkan beberapa sumber bacaan atau buku-buku tersebut,
meskipun banyak menguraikan tentang Baharuddin Lopa, akan tetapi belum
ada yang secara spesifik mengkaji atau meneliti pemikiran Baharuddin Lopa
dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, sangatlah
beralasan apabila dalam tesis ini akan mengkaji secara khusus pemikiran
Baharuddin Lopa dalam penegakan hukum di Indonesia. Mengingat kokohnya
pendirian beliau dalam penegakan hukum di Indonesia, termasuk pada era
Orde Baru, maka perlu dilakukan kajian secara intens pemikiran-pemikiran
beliau dalam mewujudkan hukum sebagai sesuatu yang bersifat supreme.
Berakhirnya rezim orde baru pada dasarnya telah membuka ruang yang
sangat besar-bahkan telah menjadi agenda dan amanah dari gerakan reformasi,
untuk terwujudnya penegakan supremasi hukum. Akan tetapi, ternyata masih
saja berjalan tertatih-tatih. Realitas yang terjadi dalam wacana penegakan
hukum di negara kita justru tumpang tindinya antara language game hukum
dengan language game politik, bercampur aduknya supremasi hukum dengan
hasrat kekuasaan, berbaurnya kepentingan hukum dengan kepentingan politik,
yang pada gilirannya menggiring pada ambivalensi peran hukum itu sendiri.12
12 Yasraf Amir Piliang, Hantu-hantu Politik dan Matinya Sosial, h. 284.
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Machsoen Ali mengatakan bahwa upaya penegakan hukum secara jujur
dan adil sampai saat ini masih sulit untuk diwujudkan, mengingat banyaknya
kepentingan politik yang diselundupkan dalam berbagai kasus.13 Ketika hukum
diintervensi oleh permainan politik, maka setiap keputusan hukum akan
dikontaminasi dan akhirnya dikendalikan oleh kepentingan politik itu sendiri.
Apabila hukum diintervensi oleh permainan ekonomi, maka keadilan akhirnya
menjadi sebuah komoditi yang dapat dibeli.14 Oleh karena itu, harus ada
larangan-larangan yang mengatur sehingga tidak ada permainan yang
mengintervensi permainan pihak lain yang berbeda aturan mainnya. Jangan
memainkan permainan sains di dalam permainan sastra, dan jangan
memainkan permainan politik dan ekonomi di dalam permainan hukum.
Dengan kata lain, hukum harus ditegakkan berdasarkan fungsinya dan
independen sebagai the high supreme atau supremasi tertinggi.
Pada dasarnya, penegakan hukum merupakan usaha semua kekuatan
bangsa sekaligus kewajiban kolektif dari semua komponen bangsa. Mulai dari
aparatur pemerintah yang mendapatkan amanah sebagai sentral penegakan
hukum, pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat
agar hak-hak hukumnya tetap terjaga dan terpelihara. Dengan demikian
13 Machsoen Ali, Kata Sambutan dalam Kapita Selekta Penegakan Hukum di Indonesia
(Cet. I; Surabaya: IKA FH UNAIR, 2006), h. xi.
14 Yasraf Amir Piliang, Hantu-hantu Politik dan Matinya Sosial, h. 284.
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penegakan hukum menjadi tugas dan tanggung jawab bersama, antara
lembaga-lembaga peradilan yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan
dan masyarakat. Penegakan hukum di Indonesia, bukan hanya penting, bahkan
sudah menjadi suatu kebutuhan masyarakat, karena keterpurukan dan krisis
multidimensional yang melanda bangsa Indonesia dalam berbagai aspek
kehidupan sangat dipengaruhi oleh faktor penegakan hukum itu sendiri.
Achmad Ali, dalam bukunya “Meluruskan Jalan reformasi Hukum di
Indonesia” menyebutkan bahwa keterpurukan penegakan hukum di Indonesia
bukan pertanda bahwa semua jaksa dan hakim sudah sedemikian jahat dan
“kotor”. Akan tetapi masih banyak sosok jaksa dan hakim yang bersih, hanya
saja memberdayakan mereka sangat dibutuhkan pimpinan tertinggi yang
bersih, cerdas, berani dan memiliki komitmen untuk benar-benar menegakkan
hukum dan keadilan.15 Salah satu tokoh yang disebutkan Achmad Ali yang
memiliki keberanian, kecerdasan dan kejujuran adalah Baharuddin Lopa.
Baharuddin Lopa adalah pendekar hukum yang jujur dan adil, sesuai
kata dan perbuatannya, (sippappas apa napau lilana anna pelli’ana). Maka
layak baginya, Jaksa Agung tomatindo di Kalibata (orang yang istirahat di
15 Achmad Ali, Meluruskan Jalan Reformasi Hukum di Indonesia (Cet. I; t.t.p: Agama Press,
2004), h. 62.
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Taman Makam Pahlawan Kalibata).16 Menindak pelaku kejahatan, bukan
sebatas argumentasi dan slogan belaka, demi hukum dan keadilan “katakan
yang benar walaupun pahit”. Ketika ditanya tentang jabatan Menteri
Kehakiman dan HAM pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (yang
pada sat itu popularitasnya mulai menurun), Baharuddin Lopa dengan lantang
menjawab “sekalipun esok langit akan runtuh, tetapi hukum harus tetap
ditegakkan hari ini!”.17
Lebih lanjut, Baharuddin Lopa mengatakan bahwa berbicara tentang
keadilan, maka yang pertama kita lakukan adalah adil kepada Allah,
melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Kedua adil kepada
sesama manusia. Orang tua adil kepada anak-anaknya, begitu pula sebaliknya,
adil bagi pemerintah dengan rakyat yang dipimpinnya, adil dari segi ekonomi,
dan adil dari segi hukum itu sendiri.18 Tidak ada orang yang betul-betul tunduk
kepada Allah tanpa benar-benar memperdulikan keadilan.19 Keadilan
merupakan salah satu prinsip yang sangat mendasar dan ditonjolkan Allah swt.
dalam Al-Qur'an. Bahkan di negara manapun di dunia ini, dalam
16 Suradi Yasil, Ensiklopedi Sejarah, Tokoh, dan Kebudayaan Mandar, Edisi II (Makassar:
LAPAR, 2004), h. 181.
17 Baharuddin Lopa, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum (Cet. I; Jakarta: Kompas,
2002), h. xxii.
18 Baharuddin Lopa, Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia, h. 1-2.
19 Asghar Ali Engineer, Islam and Liberation Theology diterjemahkan oleh Agung Prihantoro
dengan judul Islam dan Teologi Pembebasan (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h.  70.
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memperjuangkan pembangunan dan penegakan hukum, titik tekan dan tujuan
yang hendak dituju adalah tercapainya keadilan sosial bagi seluruh lapisan
masyarakat.
E. Kerangka Teoretis
Sebgaimana dipahami bahwa penegakan hukum merupakan tonggak
dari ketertiban dan kedamaian masyarakat dalam kehidupan bernegara. Secara
teoretis, inti dari penegakan hukum adalah keadilan sebagai nilai dan
keutamaan yang paling luhur. Keadilan juga merupakan unsur yang sangat
penting dari martabat dan harkat manusia sebagai titik tumpu dan muara dari
penegakan hukum itu sendiri.
Penegakan hukum dan keadilan merupakan tuntunan bagi bangsa
Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 24 ayat (1) :
“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.
Dalam rangka penegakan hukum, ada tiga aspek penting yang harus
diperhatikan yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan
hukum.20 Meskipun ketiga aspek ini antara satu dengan yang lainnya saling
20 Ahmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya) (Cet. I; Jakarta:
Ghalia Indonesia, 2002), h. 83-84.
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terkait, namun secara sosiologis aspek keadilan termasuk aspek yang lebih
melekat dengan hukum dan penegakan hukum.
Dalam Islam menegakkan keadilan dan kebenaran di muka bumi
merupakan kewajiban bagi setiap orang yang beriman. Hal ini dapat dilihat
pada QS. al-Maidah/5 : 8 sebagai berikut:
نَُّكْم َشـَناُن قَـْوٍم َعلَـى يَـااَيـَُّهـاالَِّذيْـَن اَمـنُـْوا ُكـْونـُْوا قـَوِّاِمـْنيَ لِلّـِه ُشَهـَدآَء بِاْلِقـْسِط َوَال يَـْجرَِمـ
ٌر بِـَما تَـْعَمُلْونَ  .َاالَّ تَـْعِدلُْوا ِاْعِدلُـْوا ُهـَو اَقْـَرُب لِلـَّتْقَوى َوالـتـَُّقوااللّـَه ِانَّ اللّـَه َخبِـيـْ
Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah dan, menjadi saksi yang adil.
Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum,
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu
lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.21
Allah Swt. menegaskan betapa pentingnya menegakkan  keadilan  di
muka bumi. Allah swt. melarang untuk memelihara rasa benci terhadap
masyarakat sehingga tidak berlaku adil kepada mereka. Adil  merupakan
bagian integral dari takwa. Dalam  artian  bahwa  takwa  dalam   Islam  bukan
sekedar  sebuah konsep ritualistik, namun juga secara integral terkait dengan
keadilan sosial, ekonomi dan hukum.
Untuk mewujudkan konsepsi teoretis tersebut, maka perlu dibuatkan
kerangka teoretis sebagai berikut :
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a. Metode Pengumpulan Data
Sesuai dengan objek kajian yang akan dibahas pada bab selanjutnya,
maka penelitian dalam tulisan ini merupakan penelitian pustaka. Atau lebih
dikenal dengan penelitian yang bersifat Library Research, yakni sumber
datanya diperoleh dari bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan topik.
Dalam hal ini penulis berupaya mengumpulkan data-data yang menyangkut
pemikiran-pemikiran hukum Baharuddin Lopa.
Data primer dalam penelitian ini diambil dari tulisan-tulisan Baharuddin
Lopa berupa buku yang ditulis oleh beliau, tulisannya yang telah diterbitkan
dalam bentuk editor, maupun makalah-makalah yang pernah diseminarkan.
Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku-
buku atau makalah yang ditulis oleh para ahli hukum.
b. Pendekatan
Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, antara
lain; pendekatan syar’iy, sejarah, sosiologis, hukum dan filosofis.
Pendekatan syar’iy, yakni mengkaji dalil-dalil yang bersumber dari al-
Qur’an maupun hadits nabi Muhammad Saw.
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Pendekatan sejarah (historical approach) dibutuhkan dalam penelitian
ini karena objek kajiannya berhubungan pemikiran tokoh yang waktu dan
tempat telah berlalu.
Pendekatan sosiologis, bahwa dalam penelitian ini berkaitan dengan
masyarakat dan peradaban.22 Selain dari itu, hukum tidak bisa dipisahkan dari
aspek sosiologis.
Pendekatan hukum dalam penelitian ini menjadi tolak ukur yang sangat
penting. Karena obyek kajian dalam pembahasan selanjutnya adalah pemikiran
tokoh hubungannya dengan penegakan hukum di Indonesia.
Sedangkan pendekatan filosofis dibutuhkan karena berkaitan dengan
pemikiran hukum. Artinya, salah satu aspek penting pemikiran hukum adalah
aspek kajian filsafat hukum. Dalam hal ini, mengkaji secara kritis pemikiran
Baharuddin Lopa dalam upaya penegakan hukum di Indonesia.
c. Langkah-langkah Penelitian
Berdasarkan permasalahan pokok yang akan dibahas pada bab
selanjutnya yaitu pemikiran Baharuddin Lopa dalam upaya penegakan hukum
di Indonesia, maka perlu ditentukan langkah-langkah penelitian. Adapun
langkah-langkah yang dimaksud sebagai berikut:
22 Mukti Ali, Metode Memahami Agama Islam (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 32.
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1. Melihat dan menelaah karya-karya Baharuddin Lopa
2. Mengungkapkan data-data tentang Baharuddin Lopa menyangkut latar
belakang sosial kehidupan, pendidikan, keahlian serta karya-karyanya.
3. Selanjutnya menguraikan prinsip-prinsip Baharuddin Lopa dalam
menegakkan hukum di Indonesia. Kemudian mengkaji pemikiran beliau
dalam upaya penegakan hukum di Indonesia.
d. Metode Pengolahan dan Analisis Data
Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan
pengolahan dan analisis data, dengan menyeleksi atas validitasnya.23
Selanjutnya dianalisis dan diinterpretasi. Dalam hal ini, teknik analisis
mencakup reduksi data dan kategorisasinya, kemudian diinterpretasi dengan
berpikir induktif, deduktif dan komparatif.
23 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Cet. IX; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
1995), h. 85.
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F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
a. Tujuan
Adapun tujuan dilakukannya penelitian terhadap pemikiran Baharuddin
Lopa adalah:
1. Untuk mengetahui prinsip-prinsip hidup, sifat dan karakter Baharuddin
Lopa.
2. Untuk mengetahui dan memahami  pemikiran Baharuddin Lopa,
khususnya dalam upaya penegakan hukum di Indonesia.
b. Kegunaan
Kegunaan penelitian ini adalah:
1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan konstribusi bagi
khazanah keilmuan khususnya dalam bidang penegakan hukum di
Indonesia.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan
pemikiran sekaligus menjadi inspirator bagi para praktisi hukum untuk
menjalankan fungsi hukum secara jujur dan adil.
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BAB II
BAHARUDDIN LOPA DAN KIPRAHNYA DALAM
PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
A. Setting Keluarga dan Sosial Budaya
Baharuddin Lopa termasuk salah seorang pejuang penegakan hukum
dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Ia adalah seorang ahli hukum, pemerhati
dan pengkaji lontara. Baharuddin Lopa dilahirkan pada 27 Agustus 1935 di
Pambusuang,1 Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Di
Sulawesi Barat, Pambusuang dikenal sebagai pusat pertenunan sarung sutra
(lipaq saqbe) Mandar. Pambusuang juga dikenal sebagai tempat muasal para
ulama yang ada di Mandar. Salah satunya yang kini menjadi legenda adalah
K.H. Muhammad Thahir (1838-1952) yang lebih dikenal dengan sebutan
Imam Lapeo. Masyarakat Mandar meyakini bahwa beliau termasuk seorang
wali yang memiliki karamah, bahkan hingga kini makamnya senantiasa
dipenuhi peziarah. Selain Imam Lapeo, di Pambusuang juga lahir seorang
ulama yang kharismatik, K.H. Muhammad Shaleh (1913-1977) penganut dan
pengembang Thariqat al-Qadiriyah, ulama yang masyhur, bukan hanya di
1 Suradi Yasil, Ensiklopedi Sejarah, Tokoh dan Kebudayaan Mandar (edisi kedua; Makassar:
LAPAR, 2004), h. 181. Baharuddin Lopa tersohor dengan integritas moralnya yang tinggi, kejujuran
dan kesederhanaannya.
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Mandar bahkan terkenal di seantero nusantara. Beliau dikenal oleh masyarakat
luas dengan nama annagguru Shaleh. Dr. K.H. Muchtar Husain dan Prof. Dr.
H. Ahmad M. Sewang, M.A (akdemisi dan sejarahwan Islam), kedua tokoh ini
juga berasal dari tanah kelahiran Baharuddin Lopa.
Baharuddin Lopa besar dalam tradisi Islam yang kuat. Selain karena
didikan orang tuanya secara langsung dan lembaga pendidikan formal, beliau
juga rajin mengikuti pengajian pondok. Selain hidup dalam tradisi keagamaan
yang kuat, dalam dirinya juga mengalir darah keluarga Mara’dia (istilah
bangsawan Mandar) dari ayahnya H. Lopa dan dari ibunya Hj. Samarinna.
Sedangkan kakeknya, Mandawari adalah Raja Balanipa, yang sangat disegani
karena demokratisnya, raja yang tidak sombong, serta hidupnya yang
sederhana.2 Ketauladanan yang diwariskan oleh kakeknya inilah yang menjadi
salah satu hal yang mengalir ke dalam diri Baharuddin Lopa.
Kepribadian Baharuddin Lopa sudah tampak sejak masih kecil. Ia tidak
senang dipuji dan tidak mau dianggap lebih hebat dari yang lainnya, sifatnya
yang jujur sehingga disegani banyak orang, bergaul semua orang, beliau juga
rajin membaca kitab. Baharuddin Lopa termasuk orang yang unik dalam
rumpun keluarga mereka, memiliki karakter yang tidak dimiliki oleh
kaluarganya, termasuk saudara dan anak-anaknya.
2 Sarman Sahuding, Dalam Sejarah akan Dikenang, Jejak Langkah dan Pemikiran Bupati di
Sulawesi Barat 1960-2005, (Cet. I; Yayasan Tinda Mandar Sulawesi Barat: Majene, 2006), h. 118.
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Secara sosiologis, kampung kelahiran Baharuddin Lopa sangat
mendukung untuk terbinanya integritas moral dan akhlak terpuji. Di samping
karena berasal dari keluarga religious juga karena pada umumnya masyarakat
Pambusuang sangat mengerti, memahami, dan taat dalam mengamalkan ajaran
agama. Pambusuang memiliki sebuah tradisi yang sampai saat ini masih
lestari, yaitu budaya mattaleq kittaq (mengkaji kitab). Budaya ini adalah proses
mengkaji kitab-kitab kuning klasik yang umumnya bertemakan fiqhi dengan
pendekatan ilmu nahwu. Proses pembelajaran terhadap anak-anak dalam
rangka mempelajaran dan membaca kitab-kitab klasik tersebut juga terus
berkembang, yang dikenal di masyarakat Pambusuang mangaji pondok atau
(pengajian pondok), sebuah istilah pengajian yang dikenal di Mandar sebagai
wadah untuk mendalami ilmu-ilmu Islam, khususnya mendalami kaedah-
kaedah bahasa Arab sampai dapat membaca secara mandiri sesuai dengan
ketentuan uslub bahasan Arab. Realitas kultural yang religious ini telah
berpengaruh secara positif dalam membentuk karaktek dan pendirian
Baharuddi Lopa dalam penegakan hukum di Indonesia.
Menurut Achmad Ali, kombinasi antara kejujuran, kecerdasan, dan
keberanian Baharuddin Lopa menjadi kunci utama keberhasilannya dalam
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menegakkan hukum yang tidak banyak orang memilikinya.3 Karena
kejujurannya, Suradi Yasil menyebutnya sebagai orang sippappas apa napau
lilana anna pelliqana,4 yaitu sesuainya antara dan perbuatan. Dengan sifatnya
yang jujur itu pula ia tidak mengenal kompromi dalam penegakan hukum.
Salah satu yang sangat berkesan dan menginspirasi beliau dalam
penegakan hukum adalah sebuah peristiwa yang pernah terjadi di tanah
Mandar. Baharuddin Lopa mengisahkan bahwa di penghujung tahun 1930-an,
di Balanipa pernah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pemuda.
Menurut hukum adat Mandar pembunuh harus diganjar dengan hukum mati,
kecuali mendapatkan perlindungan dari pa’bicara (pemuka adat yang
berwenang menjatuhkan hukuman). Dari tujuh orang pa’bicara hanya ada satu
orang (Ketua Dewan Adat) yang tidak memberi keringanan sehingga eksekusi
mati tetap dilaksanakan. Pa’bicara yang dimaksud adalah ibu kandung
pemuda tersebut. Ia berkesimpulan bahwa pemuda itu tidak datang meminta
perlindungan pada pa’bicara, tetapi ia pulang ke rumah ibundanya.5 Hal ini
menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak boleh dihalangi, meskipun
3 Achmad Ali, Meluruskan Jalan Reformasi Hukum (Cet. I; Jakarta: Agatama Press, 2004), h.
4 Suradi Yasil, Ensiklopedi Sejarah, Tokoh dan Kebudayaan Mandar, h. 182.
5 Sarman Sahuding, Dalam Sejarah akan Dikenang, Jejak Langkah dan Pemikiran Bupati di
Sulawesi Barat 1960-2005,h. 123.
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karena hubungan darah, termasuk jika antara ayah dan anak, sebagaimana yang
terjadi pada kasus tersebut.
Jabatan besar dan posisi yang strategis tidak membuat Baharuddin Lopa
lupa diri dan menyombongkan diri, bahkan ia semakin mengasah keilmuannya
dengan tetap dekat kepada para ulama, khususnya ulama-ulama yang ada di
daerah Mandar. Beliau termasuk orang yang low profile. Apabila pulang
kampung, di Pambusuang, ia mengumpulkan beberapa ulama untuk berdiskusi
masalah-masalah agama Islam terutama persoalan hukum. Demikian juga
ketika menangani suatu kasus hukum yang dianggap berat, ia senantiasa
meminta restu dan do'a dari para ulama di Pambusuang-Mandar.
Baharuddin Lopa dikenal sebagai orang yang sangat sederhana dan
menghargai budayanya. Di samping mempelajari dan berbicara tentang
hukum, ia juga aktif membaca dan mempelajari lontara.6 Senantiasa
memperlihatkan etika pergaulan yang mencerminkan sosok seorang muslim
yang taat beribadah. Hal ini pula yang membuat diri beliau tersohor dengan
integritas moralnya yang tinggi, kejujuran dan kesederhanaannya, serta militan
dalam menghadapi resiko. Dalam rumah tangganya, Baharuddin Lopa dikenal
sebagai pemimpin yang penuh kedisiplinan dan taat beribah. Ia tidak suka
6 Suradi Yasil, Ensiklopedi Sejarah, Tokoh dan Kebudayaan Mandar, h. 81.
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memanjakan anak-anaknya. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan yang
paling dasar dan menentukan.
Menurut Iskandar Muda (putra kedua Baharuddin Lopa) melalui
telewicara dengan Arief Suditomo (SCTV) ketika ditanya tentang kepribadian
ayahnya, ia mengatakan bahwa:
"Warisan yang tak ternilai dari ayahanda (Baharuddin Lopa) adalah sikap
jujur dan mandiri yang diajarkan oleh almarhum. Sebagai anak pejabat,
Iskandar mengaku tidak pernah menggunakan fasilitas negara yang
digunakan oleh bapaknya."7
Pada saat orang mengejar kemewahan duniawi, Baharuddin Lopa
justeru mengajarkan keluarganya untuk mandiri dan tetap hidup sederhana.
Keluarga besar Lopa senantiasa diajarkan agar tidak pernah melupakan ibadah
kepada Allah swt. Karena segala sesuatu yang dilaksanakan di dunia ini, pada
akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban dihadapan-Nya. Baharuddin Lopa
adalah seorang yang sangat konsisten dengan prinsipnya dalam menegakkan
hukum secara konsekuen. Tugas yang dibebankan kepadanya, bukan hanya
diterima sebagai amanah dari negara, lebih dari itu Baharuddin Lopa
menyadari sepenuhnya bahwa apa yang dipikulnya adalah amanah dari Allah
7 On line http://www.liputan6.com/view/0,15972,1,0,1133429574.html. Diakses tanggal 25
April 2007. Iskandar Muda Baharuddin Lopa memberikan contoh integritas kepribadian dan
kemandirian yang diajarkan oleh bapaknya. Pada suatu waktu Iskandar Muda Lopa mengajukan
proposal untuk sebuah proyek ketika Baharuddin Lopa masih menteri. Namun hal itu ditolak oleh
Baharuddin Lopa. http://www. liputan6.com/ view/0,15972,1,0,1133429574.html. Diakses tanggal 25
April 2007.
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swt. Oleh karena itu, hidup sederhana merupakan cara hidup yang paling tepat
untuk menghindari sifat serakah terhadap dunia.
Masita (putri keempat Baharuddin Lopa), mengungkapkan bahwa:
"Bapak selalu mengajari kami hidup mandiri, jangan bergantung pada
orang lain, karena kami berasal dari keluarga yang tidak punya."8
Baharuddin Lopa sangat mengedepankan kemandirian hidup anak-
anaknya. Hal ini dapat dilihat ketegasan beliau tidak pernah mengupayakan
anaknya diangkat menjadi pegawai negeri, meskipun posisinya sangat
memungkinkan pada saat itu. Demikianlah integritasnya yang sangat kuat,
Baharuddin Lopa termasuk manusia yang sangat takut berbuat dosa.
Pada saat Baharuddin Lopa mengikuti sekolah pendidikan kejaksaan di
Jakarta ia tinggal bersama sepupunya, Imran putra Husain Puang Limboro.
Menurut Imran (adik sepupu Baharuddin Lopa), bahwa:
"Baharuddin Lopa adalah orang yang sangat sederhana, rajin baca buku,
kerjaannya sibuk buat makalah. Baharuddin Lopa adalah orang yang
sangat low profile, di rumah terus, baca al-Qur'an, dan menyadarkan adik-
adiknya yang suka keluar malam."9
Ketika ditanya tentang sikap Baharuddin Lopa dalam mendidik anak-
anaknya, Imran mengatakan, bahwa:
8 Harian Suara Merdeka, "In Memoriam Baharuddin Lopa: Tegakkan Hukum, Tak Peduli
Langit Runtuh". Kamis, 5 Juli 2001.
9 Harian Rakyat Merdeka, "Cerita tentang Lopa Muda dari Imran Hoesain Poeang Limboro,
sang Sepupu", Tanggal 7 Juli 2001.
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"Beliau adalah orang sangat keras. Kalau ada pihak keluarga, yang
memberikan uang atau membelikan sesuatu kepada anaknya lalu
diketahui, beliau pasti memarahi orang yang memberinya."10
Pengakuan kedua putranya tersebut dan dari seorang yang sangat dekat
dengannya, menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang sangat memahami
arti dan tujuan hidup. Dalam kapasitasnya sebagai kepala rumah tangga, Lopa
menjadi teladan bagi keluarganya. Pendidikan kesederhanaan yang diajarkan
oleh Baharuddin Lopa kepada anak-anaknya menjadi sebuah warisan yang
sangat berharga. Sebuah warisan yang tidak bisa diukur secara materil, namun
tetap hidup di kalangan para pemerhati, pengkaji dan praktisi hukum.
Baharuddin Lopa merupakan pendekar hukum. Kehadirannya di
Kejaksaan Agung, paling tidak telah memberikan nuansa baru tentang
paradigma penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, selaku pimpinan
Kejaksaan Agung, tidak akan pilih-pilih kasus dalam menangani perkara.
Suatu perkara harus dituntaskan tanpa terkecuali kasus mantan penguasa Orde
Baru.
Menurut H. Islam Andada, salah seorang keluarga dekat Baharuddin
Lopa mengatakan, bahwa pengangkatan Baharuddin Lopa menjadi Jaksa
Agung meyakini bahwa selama namanya masih Baharuddin Lopa pasti tetap
10 Harian Rakyat Merdeka, 7 Juli 2001. Baharuddin Lopa menginginkan agar anak-anaknya
tidak dimanjakan dengan uang, akan tetapi diajari bagaimana caranya mendapatkan uang secara halal.
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pada komitmen penegakan hukum dengan kebenaran.11 Akan tetapi,
langkahnya untuk menyelesaikan kasusu hukum yang bertumpuk dikepalanya,
harus berhenti karena ketentuan Allah swt. telah datang kepadanya. Baharudin
Lopa meninggal dunia pada usia 66 tahun, di rumah sakit Al-Hamadi Riyadh
bertepatan dengan tanggal 3 Juli 2001, di Arab Saudi.
Asmar Oemar Saleh, sehari setelah meninggalnya Baharuddin Lopa
mengatakan bahwa:
“Baharuddin Lopa adalah pendekar hukum yang susah dicari tandingan
kualitasnya di Indonesia, meskipun penduduk Indonesia sangat banyak”.12
Semasa melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi
Sulawesi Selatan, Baharuddin Lopa berusaha semaksimal mungkin untuk
mempertahankan reputasinya dalam penegakan hukum. Integritasnya sebagai
penegak dia bisa jaga dengan baik hingga akhir hayatnya.
Sepeninggalnya, muncul komentar dari beberapa tokoh tentang
kepribadian yang dimiliki oleh Baharuddin Lopa tersebut, antara lain:
a. Menurut Jusuf Kalla, meninggalnya Baharuddin Lopa berarti bangsa
Indonesia telah kehilangan seorang tokoh yang tandingannya sulit
didapatkan. Baharuddin Lopa memiliki keberanian, kejujuran, dan
menguasai bidangnya13.
11 On line, http://Jakarta. unesco.or.id/LOCALRAD/news/archives/ bahrlopa. htm. Diakses
tangggal 25 April 2007.
12 Harian Fajar, tanggal 4 Juli 2001.
13 Jusuf Kalla, Fajar-Harian Pagi Makassar, 5 Juli 2001, h. 3. Jusuf Kalla adalah salah
seorang tokoh nasional dan pengusaha sukses yang berasal dari Sulawesi Selatan. Sekarang Wakil
Presiden Republik Indonesia.
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b. H.Z.B Palaguna mengatakan, bahwa meninggalnya Baharuddin Lopa
berarti Sulawesi Selatan telah kehilangan salah seorang putra
terbaiknya, orang yang tidak mengenal kompromi, konsisten dalam
menjalankan tugasnya dalam penegakan hukum14.
c. Husni Djamaluddin mengatakan bahwa dalam menegakkan hukum dan
keadilan modal utama yang dimiliki oleh Baharuddin Lopa adalah
keberanian untuk hidup sederhana. Filosofi seperti ini yang tidak
dimiliki oleh kebanyakan pejabat, banyak pejabat yang takut hidup
sederhana. Lopa adalah orang memiliki kepribadian yang mulia,
penegak hukum yang jauh dari kepura-puraan15.
Hal inilah yang membuat diri beliau teguh dalam menegakkan
kebenaran dan keadilan sebagai penegak hukum. Terhadap apa yang
dilakukannya dalam memberantas kejahatan, dilaksanakan dengan penuh
keikhlasan, rasa tanggung jawab yang tinggi. Semua itu dilakukan sebagai
bagian amal ibadahnya kepada Allah Swt. Kepergian Baharuddin Lopa sangat
mengejutkan, meninggal ketika ia menjadi tumpuan harapan rakyat yang
menuntut dan mendambakan keadilan.
Spekulasi tentang wafatnya Baharuddin Lopa, tidaklah membuat
keluarganya merasa terusik, karena kematian seseorang adalah hak prerogatif
Allah swt. Sementara itu Emha Ainun Najib, mengemukakan bahwa:
14 H.Z.B. Palaguna, Fajar-Harian Pagi Makassar, 5 Juli 2001, h. 3. Palaguna salah seorang
tokoh Sulawesi Selatan dan juga mantan Gubernur Sulawesi Selatan.
15 Husni Djmaluddin, Fajar Harian Pagi Makassar, 5 Juli 2001, h. 3. Husni Djamaluddin
(alm) adalah salah seorang budayawan nasional yang berasal dari Mandar.
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"Baharuddin Lopa diselamatkan Allah swt. karena Tuhan tidak
menghendaki hambanya yang jujur diperalat oleh pihak-pihak yang tidak
bertanggung jawab. ''Dari pada dia dijebak dan menjadi nggak karu-
karuan serta nama baiknya tercemar oleh orang-orang yang sengaja
memperalatnya.''16
Lukman Hakiem, menyampaikan perasaan dukanya dengan bahasa
yang memiliki muatan makna yang sangat dalam, filosofis-sufistik:
"Sebelum Lopa wafat, sesungguhnya dia telah wafat. Dia sedang
menapaki shirat al-mustaqiem, jalan lurus menuju Tuhan. Dia sedang
melangkah di atas jalan yang pernah diungkapkan oleh Nabi saw. "mūtu
qabla an-tamūt", yaitu matilah sebelum kamu mati. Lopa pun telah
mematikan nafsu kepentingan politik di negeri ini. Dia telah mematikan
kepentingan duniawi di balik jabatan dan amanah yang harus dipikulnya.
Do'a telah mematikan kepentingan gengsi dan harga diri, demi hancurnya
para koruptor, penjahat bangsa, perusak nilai-nilai moral dan hukum. Dia
tidak sekedar menjadi monument sejarah penegakan hukum, tapi juga api
yang bersinar menerangi kegelapan hukum di Indonesia. Keberaniannya
mempertaruhkan apa yang dimiliki, termasuk dirinya sendiri, adalah suatu
saksi di hadapan Allah."17
Pernyataan tersebut, secara sepintas kedengarannya sangat ekstrim dan
berlebih-lebihan. Namun demikian, setidaknya eksistensi Baharuddin Lopa
dalam pengembaraannya di belantara hukum telah meninggalkan warisan yang
perlu dipelihara oleh para pewaris penegakan hukum di Indonesia. Ia telah
menancapkan pedang keadilan di bumi pertiwi.
16 Emha Ainun Najib, Kematian Lopa Dicurigai Tak Wajar. Suara Merdeka, 6 Juli 2001, h. 1.
17 Lukman Hakiem, Rakyat Merdeka, 6 Juli 2001.
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A. Latar Belakang Pendidikan
Sesuai dengan latar belakang budayanya yang agamis, Baharuddin Lopa
sejak kecil sudah belajar agama. Sebagaimana anak-anak Pambusuang pada
umumnya, ia juga mempelajari berbagai ilmu yang berkaitan dengan tata
bahasa Arab. Sangat disegani oleh teman-teman sepermainan dan
seperjuangannya. Pada dirinya sudah tampak sosok seorang yang jujur, adil,
dan taat beragama.
Pendidikan formalnya dirintis mulai dari Sekolah Rakyat (SR) di
Tinambung, kemudian melanjutkan pendidikannya ke SMP Negeri Majene.
Karena kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan, setamat di SMP, ia menuju
Makassar dan meneruskan pendidikannya pada salah satu SMA di kota
Makassar.18
Sesuai dengan karakternya yang tegas, adil, jujur dan cerdas didukung
dengan prinsip dan optimismenya yang sangat tinggi, setelah tamat SMA ia
mendaftar pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (selesai tahun 1962).
Pada tahun 1979, beliau mengikuti kursus Reguler LEMHANAS. Gelar Doktor
diperolehnya pada Universitas Diponegoro tahun 1982 di Semarang.19
18 Baharuddin Lopa, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum (Cet. II; Penerbit Buku
Kompas, 2002), h. 190.
19 Suradi Yasil, Ensiklopedi Sejarah, Tokoh dan Kebudayaan Mandar, h. 181.
35
C. Perjalanan Karir dan Kiprahnya dalam Penegakan Hukum
Semasa hidupnya, Baharuddin Lopa telah banyak mengabdikan dan
memanfaatkan kemampuan ilmu yang dimilikinya kepada masyarakat. Ia telah
banyak berbuat dalam membela hak-hak rakyat. Di pentas penegakan hukum,
mentalitas, intelektualitas, reputasi kejujuran dan keadilannya, telah
dipertahankan hingga beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir.
Sebagai bukti bahwa Baharuddin Lopa telah berjasa terhadap perjalanan
hidupnya di Indonesia, berikut ini akan dipaparkan beberapa jabatan yang
pernah ditempati beliau antara lain:
1. Pada tahun 1958-1960, mendapatkan amanah menjadi Jaksa pada
Kejaksaan Negeri Makassar,
2. Pernah menjadi Bupati Majene (1960),
3. Kepala Kejaksaan Negeri Ternate (1964),
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (1966-1970),
5. Kepala Kejaksaan Aceh (1970-1974),
6. Kepala Kejaksaan Kalimantan Barat (1974-1976),
7. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung (1976-1982),
8. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (1982-1986). Pada masa
kepemimpinannya di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, ia membentuk
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suatu gerakan yang dikenal dengan “Operasi November” yang
dipimpinnya sendiri.20
9. Staf Ahli Menteri Kehakiman, tahun 1986.21
10. Jaksa Agung RI (6 Juni-3 Juli 2001)
Ketika melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Kejaksaan Aceh, beliau
sangat gencar menangani kasus korupsi yang terjadi di kalangan pejabat
daerah. Di Kalimantan Barat, Baharuddin Lopa berhasil membekuk para
penyelundup kayu dan spekulan beras.22 Gerakan dan gebrakannya tidak
berlangsung lama, karena pada saat sedang berjuang melawan dan
menyelesaikan kasus-kasus hukum segera itu pula ia dimutasikan.
Dari sejarah perjalanan karir Baharuddin Lopa, pada umumnya berada
pada lembaga penegakan hukum, kecuali Bupati Majene dan Duta Besar RI
untuk Arab Saudi. Dengan demikian, sangat pantas kalau beliau memiliki
pengalaman panjang dalam penegakan hukum. Suka duka perjuangan
mempertahankan kebenaran dan keadilan menjadi sebuah kenyataan
dijalaninya sejak ia berkiprah di birokrasi pemerintahan (bupati Majene)
melawan kebiadaban batalyon 710 hingga menjadi praktisi hukum.
20 Baharuddin Lopa, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, h. 190-191.
21 Tim Berita Mingguan Majalah Tempo, Apa dan Siapa Sejumlah Orang Indonesia 1985-
1986, Cet. I; Jakarta : Pustaka Grafitipers, 1986), 449.
22 Harian Fajar. Tanggal  5 Juli 2001.
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Selain dari yang disebutkan di atas, dalam dunia akademik, Baharuddin
Lopa pernah menjadi guru besar pada beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia,
yaitu:
1. Guru Besar Universitas Hasanuddin Makassar,
2. Guru Besar luar biasa pada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,
3. Guru Besar luar biasa pada Universitas Nasional Jakarta,
4. Guru Besar luar biasa pada Universitas Jayabaya, Jakarta,
5. Guru Besar luar biasa pada Universitas Borobudur, Jakarta.23
Dalam beberapa kesempatan penting, Baharuddin Lopa mendapat
kepercayaan menjadi:
1. Penasehat DPR-RI dalam rangka Konferensi Parlemen se-dunia.
2. Pernah memimpin delegasi Indonesia pada Konferensi Pencegahan
Kejahatan PBB.
3. Memimpin delegasi Indonesia pada Konferensi Hak Asasi Manusia
PBB.
4. Sekretaris Jenderal Komisaris Hak Asasi Manusia (1994-1999).24
Data tersebut menunjukkan bahwa Baharuddin Lopa merupakan sosok
pejuang penegakan hukum dan pembela Hak Asasi Manusia (HAM),
23 Baharuddin Lopa, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, h. 190-191.
24 Baharuddin Lopa, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, h. 190-191.
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akademisi, birokrat, dan diplomat. Salah satu contoh, ketika diangkat menjadi
Kajati Sulawesi Selatan, Baharuddin Lopa segera membuat pengumuman di
surat kabar yang meminta kepada masyarakat atau siapa pun, agar tidak
memberi sogokan kepada anak buahnya. Segera pula ia menggebrak korupsi
di bidang reboisasi, yang nilainya Rp 7 milyar. Keberhasilannya itu membuat
pola yang diterapkannya dijadikan model operasi para jaksa di seluruh
Indonesia. Dengan keberaniannya bertindak, Lopa kemudian menyeret seorang
pengusaha besar, Tony Gozal alias Go Tiong Kien ke pengadilan dengan
tuduhan memanipulasikan dana Rp 2 milyar. Tony Gozal adalah pemilik 7
(tujuh) perusahaan besar di Ujung Padang (sekarang Makassar), dikenal
sebagai orang yang sangat dekat dengan keluarga Cendana dan kebal hukum.
Kepala Kejaksaan sebelum Lopa tidak pernah berhasil menyeret ke meja hijau,
pengadilan.25
Baharuddin Lopa menjadi heran ketika majelis hakim yang diketuai J.
Serang, Ketua Pengadilan Negeri Ujung pandang (Makassar), membebaskan
Tony dari segala tuntutan. Kerusakan moral penegak hukum, khususnya
hakim yang menangani kasus korupsi tersebut, berakibat pada bebasnya Tony
dari jeratan hukum.
25 Suara Merdeka, "Baharuddin Lopa, dari Kejasaan ke Kehakiman," 8 Februari 1988, h. 5.
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Tetapi diam-diam Baharuddin Lopa mengusut latar belakang vonis
bebas hakim itu. Akhirnya ditemukan petunjuk bahwa vonis itu lahir berkat
dana yang mengalir dari sebuah perusahaan Tony.26 Akibat dari putusan yang
tidak memenuhi tuntutan keadilan inilah Baharuddin Lopa beraksi untuk
memanggil para hakim yang ikut menangani kasus Tony. Namun realitas
berbicara lain, belum lagi persoalan ini tuntas, Januari 1986, Lopa
dialihtugaskan menjadi Staf Ahli Menteri Kehakiman Bidang Perundang-
undangan di Jakarta. Pada saat itulah Baharuddin Lopa mulai beralih fungsi
dari Kejaksaan ke Departemen Kehakiman. Baharuddin Lopa tidak bisa
menyembunyikan kegemasannya terhadap persoalan kronis penegakan hukum.
Stereotipe yang melekat pada dirinya yaitu sikapnya yang tegas dan amat keras
kepada para pelanggar hukum. Segalanya memang masih perlu diuji apakah
Baharuddin Lopa masih seperti ketika dia menjadi jaksa, berani menghadapi
"orang kuat", selalu berjalan dengan prinsip-prinsip kebenaran.27 Jangankan
pengusaha kaya atau jaksa anak buahnya, hakim yang dia duga ada main
dengan terdakwa, dia coba seret ke meja hijau.
Ketika mulai berkiprah di Jakarta, jabatan pertama beliau adalah Staf
Ahli Menteri Kehakiman dari tahun (1986-1988), selanjutnya menjadi Direktur
26 Harian Suara Karya, tanggal 8 Februari 1988, h. 5.
27 Harian Kompas, Minggu, 11 Februari 2001.
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Jenderal Lembaga Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI (1988-1995).
Secara politis, Baharuddin Lopa pernah "dimatisurikan" di medan pertempuran
melawan kezaliman dan ketidakadilan, ia diangkat menjadi Duta Besar RI
untuk Arab Saudi (17 Februari 1999-Februari 2001). Sebagai sosok yang
dikenal tangguh dalam  masalah hukum, pada 8 Fabruari-1 juni 2001 ia
dipanggil menjadi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM).28
Kehadirannya sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada era
Abdurrahman Wahid ini ditanggapi beragam oleh banyak kalangan. Karena
secara politis posisi Gusdur semakin mengalami penurunan wibawa
kepemimpinan. Namun demikian, sederas apa pun tantangan yang dihadapi
oleh Baharuddin Lopa dalam memperjuangkan keadilan hukum, ia tetap pada
pendiriannya. Bahkan ketika diangkat menjadi Menteri Kehakiman dan Hak
Asasi Manusia, beliau mengeluarkan pernyataan "sekalipun esok langit akan
runtuh, tetapi hukum tetap ditegakkan hari ini".
Pada saat menjabat Sekretaris Jenderal Komisaris Hak Asasi Manusia
tahun 1994-1999, Baharuddin Lopa semakin menunjukkan taringnya sebagai
sosok yang tidak bisa diajak kompromi dalam masalah penegakan hukum dan
HAM. Salah satu bentuk pembelaan terhadap korban pelanggaran Hak Asasi
Manusia yang dilakukannya adalah memimpin operasi pembongkaran kuburan
28 Baharuddin Lopa, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, h. 191.
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massal yang diduga korban pelanggaran HAM di Aceh, akibat keganasan
ABRI atau TNI yang dikenal Daerah Operasi Militer (DOM).
Sebelum meninggal dunia, Baharuddin Lopa mendapat kesempatan
menduduki posisi tertinggi dari perjalanan karir yang telah lama
digandrunginya, Jaksa Agung RI pada era pemerintahan Abdurrahman Wahid.
D. Karya-Karya dan Penghargaan Baharuddin Lopa
Baharuddin Lopa dikenal sebagai praktisi hukum dan akademisi.
Kesibukannya dalam menjalankan amanah untuk menegakkan hukum bukan
berarti ia tidak punya karya monumental. Bahkan Baharuddin Lopa dikenal
sebagai penulis yang paling berani muncul di atas lembaran putih.
Menyuarakan urgennya memberantas kejahatan korupsi yang telah
menggerogoti negeri ini. Beliau dikenal sebagai sosok yang paling berani
melawan kerasnya arus kekuasaan pada masa orde baru. Bagi Baharuddin
Lopa sedetik pun kesempatan untuk menegakkan hukum, maka baginya tidak
ada istilah negosiasi hukum dan tidak mengenal kamus kompromi.
Adapun karya-karya Baharuddin Lopa, antara lain:
1. Jalannya Revolusi Indonesia Membebaskan Irian Barat, 1962.
2. Bahaya Komunisme, 1971 (karya bersama A. Zainal Abidin Faried).
3. Praktek-praktek Penyulundupan Adminsistratif, 1971.
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4. Tanya Jawab Tindak Pidana Penyelundupan, 1977.
5. Hubungan Perbuatan Korupsi dengan Ketahanan Nasional, 1979.
6. Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan, 1980.
7. Hukum Laut, Pelayaran, dan Perniagaan yang digali dari bumi
Indonesia (Disertasi), 1982.
8. Beberapa Aspek Hukum Laut dan Perikanan termasuk koperasi
Perikanan di Eropa, Timur Tengah, dan Indonesia, 1985.
9. Implementasi Wawasan Nusantara, 1985.
10. Permasalahan Pembinaan Penegakan Hukum di Indonesia, 1987.
11. Pertumbuhan Demokrasi, Penegakan Hukum, dan Perlindungan Hak
Asasi Manusia, 1999.
12. Masalah Korupsi dan Pemecahannya, 1997.
13. Konstitusi dan Penyelenggaraan Negara, 1999.
14. Tindak Pidana Ekonomi: Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan.
15. Masalah-masalah Politik, Hukum, Sosial Budaya dan Agama: Sebuah
Pemikiran. 1996.
16. Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia, 1996.
17. Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, 2002.
Beberapa buku tersebut, pada umumnya menjelaskan tentang
pentingnya penegakan hukum secara konsekuen. Filosofi cara berpikir beliau
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sangat kental dengan prinsip "hitam-putih" atau tiada kelabu baginya dalam
persoalan hukum.
Selama perjalanan karir Baharuddin Lopa, beberapa kali mendapat
penghargaan, antara lain:
1. Piagam Penghargaan "Wibawa Seroja Nugraha" dari Gubernur
Lemhanas atas karya yang berjudul Hubungan Perbuatan Korupsi dengan
Ketahanan Nasional, 1979,
2. Piagam Penghargaan dari Jaksa Agung atas Kerta Karya yang berjudul
Praktek-praktek Penyulundupan Administratif, 1971,
3. Piagam Penghargaan dari Menteri Agama RI atas kerja kerasnya
merintis pendirian Perguruan Tinggi Institut Islam Negeri Alauddin, Fakultas
Tarbiyah Filial Ternate dan Kendari, (1988 dan 1967).29 Baharuddin Lopa
telah banyak berbuat untuk negeri ini, bukan hanya fokus dalam bidang
penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari kiprahnya dalam merintis
pendirian Perguruan Tinggi Islam. Ini juga menunjukkan bahwa Baharuddin
Lopa sangat memperhatikan tentang pentingnya pembinaan moralitas generasi
bangsa, melalui jalur pendidikan, khususnya pada pendidikan dan perguruan
tinggi Islam. Melalui jalur pendidikan yang berbasis agamalah generasi bangsa
dapat dibentuk menjadi insan yang berakhlak mulia. Hal ini juga tidak bias
29 Baharuddin Lopa, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, h. 192.
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dipisahkan dari peran vital orang tua dalam mendidik anak-anaknya.
Kesadaran seperti inilah yang akan melahirkan generasi yang tangguh, insan
ulul albab, berilmu pengetahuan dan taat beribadah kepada Allah swt.
Demikianlah prinsip hidup yang tertanam kuat dalam diri Baharuddin Lopa,
apa yang telah dilakukan semasa hidupnya, dia yakini sebagai bagian dari
ibadahnya kepada Allah swt. Sebagaimana yang senantiasa didengungkannya
bahwa apa yang dilakukan di dunia ini harus senantiasa berbuah ibadah di
hadapan sang Pencipta dan Penguasa.
Filosofi kehidupan Baharuddin Lopa mencerminkan sebagai sosok
manusia yang memiliki integritas kepribadian yang tanguh. Komitmen dan
konsisten dengan prinsipnya. Keberaniannya dalam menyatakan bahwa yang
benar wajib diwujudkan dan yang baṭil wajib dimusnahkan merupakan
cerminan dari tingginya moral-religious di dalam diri beliau. Ketokohan
Baharuddin Lopa dalam penegakan hukum, langsung atau pun tidak langsung,
telah menginspirasi para pelanjut perjuangan penegakan hukum di Indonesia.
Demikianlah yang sering muncul dalam forum-forum ilmiah yang membahas
tentang penegakan hukum, khusus dalam masalah kasus korupsi.
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BAB III
PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
A. Pengertian dan Fungsi Hukum
a. Pengertian Hukum
Permasalahan hukum tidak dapat diukur dengan uang atau kebebasan.
Diskrsus tentang hukum berarti berbicara tentang permasalahan moral yang
tidak dapat dielakkan dan erat kaitannya dengan masalah keadilan. Perselisihan
pendapat berkenaan dengan hukum merupakan sebuah realitas yang terjadi
dalam ranah pemikiran penegakan hukum di Indonesia. Hal ini perlu dipahami
dan dimengerti berkenaan dengan cara hakim memutuskan perkara. Dengan
demikian perlu untuk diketahui apa yang dimaksud dengan hukum oleh hakim
dan kapan hakim tidak sepakat mengenai hukum itu sendiri.
Pandangan tentang pengertian hukum bergantung pada sudut pandang
seseorang dalam melihat dan memaknai hukum. Tidak ada yang benar atau
salah dalam pandangan hukum. Sebab tergantung pada subjektifitas, dan
penafsiran seseorang dalam memahami hukum itu sendiri. Masyarakat sendiri
tidak terlalu mempermasalahkan adanya ketidaksepakatan atas pengertian atau
penafsiran hukum karena pandangan atas hukum, masyarakat lebih peduli pada
unsur ketaatan terhadap hukum itu sendiri (fidelity). Debat antara hakim
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dengan pengacara mengenai pandangan hukum dalam praktek, tidak akan
pernah berkesudahan, namun akan berhenti jikalau semua orang dapat
memahami arti hukum itu.
Terciptanya tatanan kehidupan dalam masyarakat, maka gangguan dan
bentrokan antar kepentingan dapat dicegah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap
saat manusia senantiasa dikontrol dan dikuasai oleh aturan tingkah laku.
Tatanan masyarakat yang memuat tingkah laku secara materil dapat dikatakan
sebagai hukum. Oleh karena itu hukum tidak bisa dipisahkan dari masyarakat.
Hukum memiliki cakupan yang sangat luas yang dengan sendirinya tidak
mungkin terjadi kesepatakan dalam suatu rumusan definisi hukum secara
memuaskan. Walaupun pengertian yang dikemukakan seseorang dianggap
benar, tetapi orang lain dapat mengemukakan pengertian lain yang juga
dianggap benar dan begitulah seterusnya.1 Namun demikian, untuk melengkapi
sekaligus untuk memudahkan pembahasan selanjutnya, maka ada baiknya
dikemukakan beberapa pendapat para ahli tentang pengertian hukum.
Menurut Hanz Wehr, secara etimologi hukum berasal dari bahasa Arab,
berasal dari kata hukm dengan kata jama’ ahkam yang berarti putusan
1 Baharuddin Lopa, Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia (Cet. I;
Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987), h. 1.
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(judgement, verdice, decision), ketetapan (provision), perintah (command),
pemerintahan (government), dan kekuasaan (authority, power).2
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat beberapa pengertian
hukum, yaitu:
1. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang
dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.
2. Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan
hidup masyarakat.
3. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa yang tertentu.
4. Keputusan yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan).3
Sedangkan dari segi terminologi, pengertian hukum dikemukakan oleh
para ahli sebagai berikut:
1. Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum
peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-
badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia
dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-
peraturan itu berakibat diambilnya tindakan hukuman.4
2 Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic (London: Macdonal & Evans, 1980), h.
196. Bandingkan dengan Abi al-Husain Ahmad Faris bin Zakariya, Mu’jam Maqayis al-Lughah, Juz I-
II (Beirut-Libanon, 1999), h. 91. Beliau mengatakan bahwa asal kata dari hukum adalah م  حك yang
berart المنع (mencegah). Maksudnya adalah المنع من الظلم (mencegah dari perbuatan yang zhalim).
3 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III (Cet. II:
Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 410.
4 J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, Pelajaran Hukum Indoneisa (Jakarta:
Gunung Agung, 1980), h. 6.
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2. Menurut E. Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah
atau larangan) yang  mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang
seharusnyaditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat
menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.5
3. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum adalah karya manusia berupa norma-
norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum
merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana
seharusnya masyarakat dibina dan ke mana harus diarahkan.6
Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa secara
umum hukum mengandung pengertin sebagai berikut:
a. Peraturan atau kaidah-kaidah tingkah laku manusia dalam pergaulan
antar manusia.
b. Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi dan berwajib.
c. Peraturan merupakan jalinan-jalinan nilai dan konsepsi abstrak tentang
adil dan tidak adil serta apa  yang dianggap baik dan buruk.
d. Peraturan yang bersifat memaksa.
e. Peraturan yang mempunyai sanksi yang tegas dan nyata.
Sedangkan menurut Abd al-Wahhab Khallaf, pengertian hukum
menurut bahasa ialah menetapkan suatu perintah atau meniadakan dari
padanya. Dan dari segi terminologinya, hukum adalah:
5 E. Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia (Jakarta: Ichtiar, 1961), h. 12.
6 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Alumni, 1986), h. 20.
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7.اـعً ضْ وَ وْ اَ ارً ـيْـ ـيِ ختَْ وْ اَ اـبً لَ طَ ْنيَ فِ لَّ ـكَ ُـ ملاْ الِ عَ فْـ أَ بِ قُ لَّ عَ ـتَـ مُ الْ عِ اِر الشَّ ابٌ طَ خِ 
"Titah Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik titah itu
mengandung tuntutan suruhan atau larangan, atau semata-mata
menerangkan kebolehan atau adanya suatu ketetapan berasal dari fufaha
mengenai sebab, syarat, sah, batal, dan lain-lain."
Dari pengertian di atas dipahami bahwa hukum adalah efek yang
dikehendaki oleh titah Allah dalam perbuatan, seperti wajib, haram dan
sebagainya yang berkaitan dengan perintah dan larangan.
Dalam literatur kajian ilmu-ilmu keislaman ditemukan adanya term
hukum Islam, meskipun secara tekstual tidak ditemukan dalam al-Qur'an.
Namun demikian, terdapat term yang maknanya sepadan dengan hukum Islam,
yaitu perkataan hukum Allah 8,(حكم هللا) sebagaimana terdapat pada QS. Al-
Mumtahanah/60 : 10 sebagai berikut:
ِلُكْم ُحْكُم اللَّهِ ... َنُكْم َواللَُّه َعِليٌم َحِكيمٌ ذَٰ َحيُْكُم بـَيـْ
Terjemahnya:
"…demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu, dan
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Maha Bijaksana".9
7 Abd al-Wahhab Khallaf, 'Ilm Usûl al-Fiqh (Kuwait: Dâr al-Qalam, t.th.), h. 100.
8 Lihat Amir Syarifuddin, Pembaharuan Hukum Islam (Cet. I; Padang: Angkasa Raya, 1990),
h. 18.
9 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h.
925.
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Istilah hukum Islam berkembang ketika para orientalis dunia Barat
melakukan penelitian dan berkeinginan untuk menulis tentang Islam dengan
tema Islamic Law.10 Istilah ini berkembang di Indonesia dengan sebutan
hukum Islam.11 Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan pengertian hukum Islam
dengan koleksi daya upaya para ahli hukum atau fuqaha dalam menetapkan
syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau dapat juga dikatakan
bahwa hukum Islam adalah hukum-hukum yang bersifat umum yang dapat
diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi masyarakat.12
Dapat dipahami bahwa hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang bersifat
mengikat dan menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia
dalam hidup bermasyarakat. Akibat yang ditimbulkan bagi pelanggar dapat
dikenakan sanksi sesuai dengan motif dan modus operandi perbuatannya
melawan hukum. Hukum merupakan suatu sistem aturan atau adat, yang secara
10 Joseph Schat, An Introduction to Islamic Law (Oxford: The Clarendon Press, 1971), h. 1.
11 Muh. Zuhri, Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, 1996), h. 5. Sebelum istilah ini popular di kalangan masyarakat Islam Indonesia, telah dikenal
istilah syari'at Islam atau fikih Islam yang biasa dikenal dengan hokum syara' atau hokum fikih. Istilah-
istilah ini hampirhampir tidak dapat dibedakan pemakaian dan pemahamannya di Indonesia, sehingga
muncul kecenderungan bahwa ketika orang berbicara mengenai syarai'at Islam secara praktis yang
dimaksudkan adalah hokum Islam atau fikih Islam.
12 T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), h. 10.
Lihat juga Taufiq Adnan Amal, Islam dan Tantangan Modernitas Bandung: Mizan, 1994), h. 33. Ia
mengemukakan bahwa hokum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku
kaum muslim dalam keseluruhan aspeknya, baik yang bersifat individual artau kolektif. Karenanya,
hokum Islam menempati posisi penting dalam pandangan umat Islam. Bahkan, sejak awal
perkembangannya hokum Islam telah dianggap sebagai pengetahuan par axellence. Inilah sebabnya
para pengamat Barat menilai bahwa "suatu hal yang mustahil memahami Islam tanpa memahami
hukumnya."
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resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau
otoritas melalui lembaga atau institusi hukum.
Suatu kaedah yang ada di masyarakat di samping kaedah-kaedah
kesopanan, kesusilaan dan agama. Kaedah hukum mempunyai ciri khas yang
membedakan di antara tiga kaedah tersebut. Kekhususannya dapat dilihat dari
kepastiannya dan sanksi yang dapat dipaksakan keberlakuannya oleh aparat
penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh tujuan kaedah hukum yang
berorientasi pada kedamaian hidup manusia, baik secara individu maupun
kelompok.
Hubungan antara tujuan kaedah hukum dengan tugas hukum adalah
memberikan kepastian hukum tertuju kepada ketertiban, pemberian
kesebandingan hukum tertuju pada ketenangan atau ketenteraman. Artinya,
kehidupan bersama dapat tertib apabila hukum yang ada dapat ditegakkan.
b. Fungsi hukum
Salah satu persoalan penting yang harus dituntaskan dalam rangka
penegakan hukum adalah menempatkan hukum pada proporsi yang
sebenarnya. Yang dimaksudkan di sini adalah hukum diarahkan sebagaimana
fungsinya.
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Secara garis besarnya, fungsi hukum dapat dibagi ke dalam tiga bagian,
yaitu hukum sebagai agen perubahan sosial, sarana kontrol sosial, dan sarana
atau fasilitas interaksi manusia.
1. Hukum sebagai agen perubahan sosial.
Hukum merupakan sarana perubahan sosial (as a tool of sosial
engineering), yakni sebagai sarana atau alat untuk mengubah masyarakat kea
rah yang lebih baik, baik secara pribadi maupun secara kelompok-
masyarakat.13 Hukum merupakan kekuatan untuk mengubah masyarakat.
Hukum bukanlah sesuatu yang sekedar diam, laksana penjaga malam, apabila
tidak terjadi sesuatu disekelilingnya, maka ia tidak melakukan apa-apa.
Baharuddin Lopa mengemukakan, harus diakui bahwa hukumlah yang
harus bertindak apabila terjadi pelanggaran hukum, akan tetapi tidak boleh
berhenti sampai di situ, hukum lebih kreatif lagi, yaitu menciptakan kondisi
yang baru dengan melahirkan peraturan-peraturan hukum yang baru kemudian
dilaksanakan.14 Dengan sikap seperti inilah terjadi yang disebut sebagai sosial
engineering. Perubahan sosial yang diharapkan, yaitu dari kehidupan yang
serba terbatas menuju kepada kehidupan sejahtera, aman, dan terkendali.
13 Abdul Manan, Aspek-aspek Pengubah Hukum (Cet. I;  Jakarta:  Prenada  Media, 2005),
h.  3.
14 Baharuddin Lopa, Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia, h.  32.
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2. Hukum sebagai sarana kontrol sosial
Hukum sebagai kontrol sosial, maksudnya adalah hukum berfungsi
mengontrol tingkah laku dan perbuatan manusia agar tidak melakukan
perbuatan yang melawan norma hukum, agama, dan susila.15
Pada setiap kelompok masyarakat yang dinamis sering terjadi
permasalahan. Hal ini sebagai akibat dari adanya perbedaan antara yang ideal
dengan yang aktual dan antara yang standar dengan yang praktis. Standar dan
nilai-nilai kelompok dalam masyarakat mempunyai variasi sebagai faktor yang
menentukan tingkah laku individu. Ada berbagai bentuk penyimpangan nilai-
nilai yang ideal yang dapat menimbulkan terjadinya persoalan di dalam
masyarakat, baik pada masyarakat sederhana maupun masyarakat modern.
Misalnya, pencurian, perzinaan, pembunuhan, pencemaran nama baik, dan
bentuk-bentuk penyimpangan lainnya. Untuk menjamin ketertiban dan
mempertahakan eksistensinya, maka masyarakat tersebut harus berhadapan
dengan berbagai problematika.16 Oleh karena itu, hukum harus berfungsi
sebagai sebuah sistem kontrol sosial yang akan membersihkan masyarakat dari
"sampah" masyarakat yang tidak dikehendaki. Hukum mempunyai fungsi
mempertahankan eksistensi kelompok tersebut. Hukum berfungsi untuk
15 Abdul Manan, Aspek-aspek Pengubah Hukum, h. 3.
16 Ronny Hanitijo Soemitro, Beberapa Masalah dalam Studi Hukum dan Masyarakat
(Bandung: Remadja Rosdakarya, 1985), h. 53.
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mengontrol pemikiran dan langkah-langkah manusia agar selalu terpelihara
dari melakukan perbuatan yang  melanggar hukum. Hukum yang berfungsi
demikian biasa disebut dengan instrumen pengendalian sosial.17 Terkendalinya
kepentingan-kepentingan sosial berimplikasi pada terjadinya keseimbangan
(balancing) dalam segala aktivitas manusia.
3. Hukum sebagai fasilitas interaksi manusia
Yang dimaksudkan dengan fasilitas interaksi manusia (as a facility of
human interaction) yakni hukum berfungsi bukan hanya untuk menciptakan
ketertiban, akan tetapi juga menciptakan perubahan masyarakat dengan cara
memperlancar proses interaksi sosial. Selain itu, hukum juga diharapkan
menjadi pendorong untuk menimbulkan perubahan dalam kehidupan
masyarakat.18 Berfungsinya hukum sebagai sarana interaksi sosial, maka pada
masyarakat tertentu yang memahami hukum secara komprehensif akan
merasakan manfaat hukum itu sendiri.
Dari ketiga fungsi hukum di atas, agar berjalan secara maksimal, maka
hukum tidak boleh bersifat statis. Hukum harus bersifat dinamis dan dapat
mengayomi masyarakat. Hukum harus dapat dijadikan penjaga ketertiban,
ketenteraman dan pedoman tingkah laku dalam kehidupan masyarakat.
17 Donal Black, The Behaviour of Law (New York: Academic Press, 1976), h. 55.
18 Abdul Manan, Aspek-aspek Pengubah Hukum, h. 3.
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Secara teoritis, hukum bukan hanya mewajibkan tetapi juga
memberikan hak kepada manusia selaku subjek sekaligus objek hukum.
Hukum bukan hanya mengancam dengan sanksi, melainkan mengandung nilai
advokasi (perlindungan) terhadap para korban. Hukum bukanlah sesuatu yang
menakutkan, bahkan memberikan ketenteraman dan memuliakan hak-hak asasi
manusia,19 sekaligus media untuk tegaknya keadilan. Hukum harus dapat
dijadikan sebagai pembaru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang
dibentuk dengan berorientasi ke masa depan, tidak boleh berorientasi ke masa
lampau.
B. Penegakan Hukum di Indonesia dan Problematikanya
Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk
tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata. Hukum sebagai
pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan–hubungan hukum dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya,
penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula
diartikan sebagai upaya penegakan hukum dengan melibatkan semua subjek
hukum dalam setiap hubungan hukum.20 Siapa saja yang menjalankan aturan
19 Efendi Perangin dan Dinar, Anda Bermaksud Menjadi Sarjana Hukum? (Cet. II; Jakarta:
CV. Rajawali Press, 1992), h. 3.
20 On line http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php. Diakses tanggal 23 Mei 2007.
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normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan
mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti telah
menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi
subjeknya, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur
penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum.
Bahkan apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk
menggunakan daya paksa. Dari sini juga dapat dipahami, bahwa hukum
mengandung pengertian sebagai sesuatu yang bersifat memaksa.
Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa yang dimaksud dengan
penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum
sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum. Tanpa terkecuali
oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan
hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang. Atau
dengan perkataan lain, yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang
lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam
artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai
pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek
hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi
diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin
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berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara.
Setiap norma hukum dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang
hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subyek hukum dalam lalu lintas
hukum. Norma-norma hukum yang bersifat dasar, tentulah berisi rumusan hak-
hak dan kewajiban-kewajiban yang juga dasar dan mendasar. Karena itu,
secara akademis, sebenarnya persoalan hak dan kewajiban asasi manusia
memang menyangkut konsepsi yang niscaya ada dalam keseimbangan konsep
hukum dan keadilan. Dalam setiap hubungan hukum terkandung di dalamnya
dimensi hak dan kewajiban secara pararel dan bersilang. Karena itu secara
akademis, Hak Asasi manusia mestinya diimbangi dengan kewajiban asasi
manusia. Akan tetapi, dalam perkembangan sejarah, issue hak asasi manusia
itu sendiri terkait erat dengan persoalan ketidakadilan yang timbul dalam
kaitannya dengan persoalan kekuasaan. Dalam sejarah, kekuasaan yang
diorganisasikan ke dalam dan melalui organ-organ negara, seringkali terbukti
melahirkan penindasan dan ketidakadilan. Karena itu, sejarah umat manusia
mewariskan gagasan perlindungan da penghormatan terhadap hak-hak asasi
manusia. Gagasan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia ini
bahkan diadopsi ke dalam pemikiran mengenai pembatasan kekuasaan yang
kemudian dikenal dengan aliran konstitusionalisme. Aliran
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konstiotusionalisme inilah yang memberi warna modern terhadap ide-ide
demokrasi dan nomokrasi (negara hukum) dalam sejarah, sehingga
perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dianggap sebagai ciri
utama yang perlu ada dalam setiap negara hukum yang demokratis
(democratische rechsstaat) ataupun negara demokrasi yang berdasar pada
hukum.
Dengan perkataan lain, issue hak asasi manusia itu sebenarnya terkait
erat dengan persoalan penegakan hukum dan keadilan itu sendiri. Karena itu,
sebenarnya tidaklah terlalu tepat untuk mengembangkan istilah penegakan hak
asasi manusia secara tersendiri. Sesungguhnya yang harus ditegakkan adalah
aturan hukum dan konstitusi yang menjamin hak asasi manusia itu sendiri.
Masalahnya, kesadaran umum mengenai hak asasi manusia dan kesadaran
untuk menghormati hak-hak asasi orang lain di kalangan kita pun memang
belum berkembang secara sehat.
Pengertian tentang penegakan hukum sudah seharusnya berisikan dan
berintikan penegakan keadilan itu sendiri. Dengan demikian, penegakan
hukum dan penegakan keadilan laksana dua sisi mata uang yang tidak bisa
dipisahkan. Indonesia sebagai negara hukum, membangun dan membina sistem dan
lembaga-lembaga penegakan hukum, antara satu dengan lainnya saling terkait. Secara
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garis besarnya, terdapat empat komponen pokok lembaga penyelenggara penegakan
hukum21, yaitu:
1. Aparatur negara yang memang ditugaskan dan di arahkan untuk itu
seperti polisi, hakim, dan jaksa yang dalam dunia hukum di sebut secara ideal
sebagai tiga pendekar hukum. Mereka mempunyai fungsi yang berbeda-beda,
akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat
bagi masyarakat.
2. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat
baik yang bekerja secara individual maupun secara kolektif melalui lembaga-
lembaga bantuan hukum.
3. Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengadilan mulai dari
pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan kewajiban sampai
kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik.
4. Masyarakat sebagai pengguna hukum yang kadang-kadang secara ironi
menjadi masyarakat pencari keadilan.
Dalam Islam, menegakkan kebenaran dan keadilan merupakan
kewajiban bagi setiap manusia yang beriman. Hal ini dapat dilihat pada QS al-
Maidah/5 : 8, sebagai berikut:
21 Ilham Bisri, Sistem Hukum di Indonesia: Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di
Indonesia (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), h. 129.
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يَااَيـَُّهاالَِّذْيَن اََمنُـْوا ُكْونـُْوا قَـوَّاِمْنيَ لِّلِه ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط َوَالَجيْرَِمنَُّكْم َشَنَاُن 
ٌر ِمبَا قَـْوٍم عَ  َلى َاالَّ تـَْعِدُلْوا ِاْعِدُلْوا ُهَو اَقْـَرُب لِلتـَّْقَوا َوالتـَُّقوااَهللا ِانَّ اَهللا َخِبيـْ
تـَْعَمُلْوَن  
Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.
Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum,
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu
lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.22
Allah menginstruksikan betapa pentingnya menegakkan keadilan di
muka bumi. Pada ayat di atas terdapat larangan menempatkan rasa benci
terhadap sesama atau suatu kaum yang menjadi penghambat untuk tidak
berlaku adil. Dalam Islam, adil bukan sekedar sebuah konsep ritualistik namun
juga secara integral terkait dengan keadilan sosial dan ekonomi.
Dalam masalah keadilan, kata yang umum digunakan al-Qur’an adalah
‘adl dan qisth yang mengandung makna penyamarataan dan kesamaan,
berlawanan dengan kejahatan dan kezhaliman. Menurut Baharuddin Lopa, ada
beberapa hal yang penting ditegaskan ketika berbicara tentang keadilan;
pertama, adil kepada Allah swt. dengan menjalankan perintah-Nya dan
menjauhi larangan-Nya. Kedua, adil kepada sesama manusia, misalnya, orang
22 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 159.
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tua adil kepada anak-anaknya dan anak adil kepada orang tuanya, adil bagi
pemerintah terhadap rakyat dipimpinnya dan sebaliknya, adil dari segi
ekonomi-tidak ada sistem monopoli, dan adil dari segi hukum itu sendiri.
Ketiga, adil terhadap lingkungan.23
Hal tersebut menunjukkan bahwa keadilan memiliki arti yang
signifikan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. tidak bisa
dipisahkan dari aspek taologisnya. Tidak ada orang yang betul-betul tunduk
kepada Allah tanpa memperdulikan keadilan.24
Lengsernya rezim Orde Baru dari tahta kekuasaannya pada prinsipnya
telah membuka ruang yang sangat besar, terhadap demokratisasi dan
penegakan hukum (law enforcement). Namun demikian, cita-cita ini masih saja
berjalan tertatih-tatih. Realitas yang terjadi dalam wacana penegakan hukum di
negara ini justru tumpang tindinya antara language game hukum dengan
language game politik, bercampur aduknya supremasi hukum dengan hasrat
kekuasaan, berbaurnya kepentingan hukum dengan kepentingan politik, yang
pada gilirannya menggiring pada ambivalensi peran hukum itu sendiri.
Sebuah malapetaka sosial yang kontra produktif terhadap situasi
keamanan dan ketertiban, apabila dalam waktu yang sama kita tidak memiliki
23 Baharuddin Lopa, Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia, h. 1-2.
24 Asghar Ali Engineer, Islam and Liberation Theology diterjemahkan oleh Agung Prihantoro
dengan judul Islam dan Teologi Pembebasan (Cet. I; yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 70.
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perangkat penegak hukum yang kokoh. Kenyataan menunjukkan bahwa
supremasi politik yang berada di atas supremasi hukum dapat berakibat pada
semakin buruknya penegakan hukum. Tekanan-tekanan secara politik menjadi
momok yang berkepanjangan di negeri ini. Suatu kasus hukum yang
semestinya diproses secara independen oleh lembaga penegak hukum yang
berwenang, diintervensi oleh kepentingan politik, sehingga keadilan hukum
dikesampingkan bahkan diabaikan. Kekuasaan politik menjadi pengendali,
meskipun hal itu akan merugikan masyarakat banyak.
Prinsip konstitusi, Undang-undang Dasar 1945, pada dasarnya telah
menekankan aspek keadilan dengan konsep persamaan dalam hukum dan
pemerintahan. Sebagaimana dalam pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:
“Segala warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya.”
Amanah tersebut sudah cukup memberikan inspirasi dan motivasi bagi
setiap warga negara untuk secara bersama-sama menumbuhkan kesadaran
hukum.  Dalam hal ini, hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan agar
hukum menjadi sebuah kenyataan dalam masyarakat. Dalam menegakkan
hukum terdapat tiga aspek penting untuk diperhatikan, yaitu kepastian hukum,
nilai kemanfaatan dan keadilan. Adanya kepastian hukum, dapat melahirkan
suasana kehidupan masyarakat lebih relatif aman dan tertib. Tanpa adanya
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kepastian hukum orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuatnya.
Akan tetapi, kepastian hukum yang dimaksud harus dapat memberikan
manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Kepastian hukum yang diinginkan
adalah kepastian hukum yang bertugas melindungi kepentingan masyarakat.
Selanjutnya keadilan hukum. Dalam menegakkan hukum tuntutannya adalah
masalah keadilan.
Ketiga unsur di atas mengindikasikan bahwa memperhatikan kepastian
hukum semata-mata berpotensi melahirkan keresahan dan ketimpangan dalam
masyarakat. Karena aspek sosiologis tidak bisa diabaikan dalam penegakan
hukum. Kalau hanya kemanfaatan yang menjadi tumpuan, sementara kepastian
dan keadilan hukum diabaikan, maka dapat menimbulkan keresahan hidup
karena kemungkinan ada pihak tertentu yang diuntungkan. Hukum ditegakkan
di atas prinsip-prinsip keadilan sosial, bukan atas pertimbangan kasihan.
Penegakan hukum dapat tercapai apabila komitmen dalam prinsip
kesederajatan (kesamaan di hadapan hukum) dan menghindarkan diskriminasi.
Untuk tegaknya hukum di tengah-tengah masyarakat, sudah menjadi
kewajiban mengkompromikan antara aspek kepastian hukum, kemanfaatan
hukum, dan keadilan hukum. Konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan
dan menegakkan aturan hukum yang berorientasi pada kemanfaatan akan
melahirkan rasa keadilan.
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Oleh karena itu, penegakan hukum bukan hanya bagaimana
menjalankan Undang-undang, yang terpenting adalah bagaimana rasa keadilan
itu dirasakan oleh masyarakat. Penegakan hukum merupakan tanggung jawab
bersama antara lembaga-lembaga peradilan yang terdiri dari kepolisian,
kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat. Penegakan hukum yang berkeadilan
bukan hanya penting bahkan sudah menjadi kebutuhan asasi masyarakat
manusia. Harus diakui bawha dalam perspektif politik hukum krisis
multidimensioanal yang melanda bangsa Indonesia akhir-akhir ini sangat
dipengaruhi oleh belum maksimalnya penegakan hukum. Keterpurukan
penegakan hukum di Indonesia bukan berarti bahwa seluruh jaksa dan hakim
sudah sedemikian jahat dan “kotor”. Akan tetapi masih banyak sosok jaksa dan
hakim yang bersih, hanya saja memberdayakannya dibutuhkan pimimpinan
tertinggi yang cedas, jujur, adil, bersih, dan berani, serta memiliki komitmen
untuk benar-benar menegakkan hukum dan keadilan.25 Ini menunjukkan bahwa
penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia masih jauh dari harapan
masyarakat. Masih menguatnya intervensi kepentingan politik yang
diselundupkan dalam berbagai permasalahan hukum. Ketika hukum
diintervensi oleh kepentingan politik, maka sangat berpotensi adanya
keputusan hakim akan dikontaminasi dan kendalikan oleh kepentingan politik.
25 Achmad Ali, Meluruskan Jalan Reformasi Hukum (Jakarta: Agatama Press, 2004), h. 62.
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Apabila hukum diintervensi oleh permainan ekonomi, maka keadilan akan
menjadi sebuah komoditi yang dapat dibeli.26
Cita-cita menjadikan hukum sebagai “panglima” merupakan sebuah
angan-angan muluk yang hingga kini belum terwujud. Apa yang terjadi dewasa
ini tidak terlepas dari realitas politik, sosial, ekonomi, agama, dan budaya
penyelenggaraan pemerintahan Indonesia sejak Orde Lama hingga Orde Baru.
Dalam kurung waktu yang relatif panjang ini, pemerintah cenderung
mempraktekkan hukum secara klise dan lips service belaka. Supremasi hukum
sebagai pijakan negara yang berdaulat menjadi sesuatu yang terabaikan.
Konspirasi sosok-sosok penegak hukum “hitam” di tanah air telah
mengakibatkan kegagalan pemerintahan sekarang untuk mewujudkan ide
reformasi yang semula digaungkan dalam melengserkan rezim Soeharto.
Akibat dari konspirasi inilah bangsa Indonesia mengalami kegagalan dalam
memberantas Korupsi, Klusi, dan Nepotisme (KKN), gagal memberantas
narkoba dan gagal memulihkan citra bangsa dalam penegakan hukum dan Hak
Asasi Manusia (HAM).
Penegakan hukum sangat erat kaitannya dengan integritas moral para
penegak hukum itu sendiri. Kadang-kadang masih sulit membedakan antara
menghukum orang dengan menghukum perbuatan. Setiap orang punya rasa
26 Yasraf Amir Piliang, Hantu-hantu Politik dan Matinya Sosial (Cet. I; Solo: Tiga Serangkai,
2003), h. 284.
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kasihan, tapi jangan karena kasihan dan kemanusiaan pada seseorang
mengakibatkan hukum tidak ditegakkan.27 Konsekuensi dari setiap
pelanggaran hukum adalah memperoleh ganjaran hukuman sesuai dengan
perbuatannya melanggar hukum. Hukum memang mengemban misi
kemanusiaan dan ingin menciptakan proses yang berprikemanusiaan, tetapi
bukan berarti penegakan hukum bisa dihambat oleh faktor-faktor emosi dan
kekuasaan orang kuat. Sehingga kadang-kadang muncul bahasa yang
menggelitik dari masyarakat, menjadi penguasa itu sangat enak, karena
perbuatan apapun bisa dilakukan tanpa merasa takut ancaman delik hukum.
Satatemen yang cenderung extream ini merupakan reaksi dari  ketidakadilan
sistem pemerintahan yang selama ini berjalan.
Dalam upaya penegakan hukum di Indonesia terdapat beberapa kendala
yang dihadapi28, antara lain:
1. Pada tingkat aparat penegak hukum pada saat ini dalam kacamata
masyarakat pengguna hukum mengalami penurunan citra. Hal ini dapat
di lihat dari kualitas persidangan dan putusan hakim serta pemeriksaan
perkara yang berskala besar dan menjadi issue nasional yang tak
27 Benny Susetyo, “Imunitas Hukum bagi Para Penguasa” (Media Indonesia, 28 Februari
2007), h. 22.
28 Ilham Bisri, Sistem Hukum di Indonesia: Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di
Indonesia, h. 131-132
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kunjung selesai. Demikian pula lambannya polisi dalam menyelesaikan
kejahatan yang melibatkan kaum berdasi yang langsung berhadapan
dengan persoalan hukum.
2. Budaya hukum masyarakat yang masih jauh dari disiplin dan ketaatan
dari hukum, terutama yang dipertontonkan oleh penguasa. Antara lain
budaya korupsi yang amat klosal dan menjadi preseden buruk dan
mengimbas pada menurunnya investor menanamkan modal ke
Indonesia, budaya melawan hukum yang ditunjukan dengan tidak
mengindahkan putusan hakim.
Selanjutnya, Mahfud MD menegaskan bahwa walaupun era reformasi
telah bergulir, akan tetapi kita belum bisa beranjak apalagi berubah dari kinerja
dalam menegakkan hukum yang ortodoks dan menindas. Indikasinya dapat
dilihat pada beberapa aspek29, antara lain:
1. Pembuatan hukum sangat sentralistik dan tidak partisipatif, karena
diborong oleh negara,
2. Isinya cenderung kuat pada watak positivistik-instrumentalistik dalam
arti lebih berorientasi pada pembenaran atas program-program dan kehendak
negara daripada program yang berorientasi ke bawah (masyarakat),
29
Mahfud MD, Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1999), h. xx.
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3. Lingkup muatannya bersifat open interpretative dalam arti sangat
terbuka untuk ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa berdasarkan kehendak
dan kekuatan politiknya sendiri;
4. Penegakannya seringkali dilakukan dengan cara pembelokan atas kasus
yang kuat sebagai kasus hukum menjadi kasus administrasi belaka. Ungkapan
salah prosedur mengindikasikan cara-cara yang menyederhanakan persoalan
hukum kepersoalan yang remeh dan segera harus ditutup. Bangsa Indonesia
tampaknya sedang terjerumus ke dalam satu situasi di mana batas antara benar-
salah, moral-amoral, dan baik-jahat menjadi kabur dan simpang siur.
Perspektif inimenilai bahwa bangsa Indonesia tengah berada pada satu garis
ketidakpastian moral, berglimang dengan garis abu-abu moral, dan
bernostalgia pada satu titik ambiguitas moral. Dari semua situasi dan kondisi
ini, disadari atau tidak masyarakat telah bergerak kea rah krisis legitimasi
moral. Julia Kristeva, seperti yang dikutip Yasraf Amir Piliang,
menggambarkan moralitas seperti ini sebagai moralitas mengambang, sebuah
situasi di mana individu atau masyarakat tenggelam ke dalam jurang moralitas
yang paling rendah.30
Inilah sebuah bangsa yang sedang ditimpah virus dan erosi moral,
hukum dibuat dan ditegakkan bukan di atas prinsip-prinsip keadilan sosial,
30 Yasraf Amir Piliang, Hantu-hantu Politik dan Matinya Sosial, h. 274.
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melainkan cara pandang politik kekuasaan. Asal tidak mengorbankan
kepentingan politik, maka keadilan hukum boleh diabaikan. Penyakit seperti
ini telah menggerogoti sekian puluh tahun urat nadi bangsa Indonesia. Ratusan
ribu jiwa manusia jelas telah melayang-terbunuh, triliunan rupiah jelas telah
raib, ratusan hektar tanah telah dirampas, ratusan orang jelas telah diculik.
Akan tetapi perangkat hukum seakan-akan terbentur pada sebuah tembok besar
dan terjebak di dalam labirin berliku-liku, sehingga seolah-olah tidak tahu
bagaimana harus melangkah. Begitu rapi kejahatan dilakukan, begitu apik jejak
dihilangkan, dan begitu cerdik bukti-bukti disembunyikan.
Melihat kebalnya berbagai kejahatan terhadap sentuhan hukum akhir-
akhir ini, kita pantas bertanya, apakah kejahatan itu sendiri telah berkembang
begitu sempurna sehingga telah melampaui batas-batas kemapuan hukum.
Atau sebaliknya, justru hukum itu sendiri yang telah kehilangan otoritas
sehingga tidak kuasa menghadapi kecanggihan kejahatan.
Jean Baudrillard dalam The Perfect Crime, seperti yang dikutip oleh
Yasraf Amir Pilliang, bahwa kejahatan dan kriminalitas telah berkembang
sedemikian rupa sehingga mencapai tingkatnya yang sempurna,
hiperkriminalitas (hyper-criminality).31 Pernyataan ini mengandung arti bahwa
kejahatan telah menjadi satu wacana dan gerakan yang direncanakan,
31 Yasraf Amir Piliang, Hantu-hantu Politik dan Matinya Sosial, h. 279.
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diorganisasi, dan dikontrol secara sempurna melalui teknologi tinggi,
manajemen tinggi, manajemen modern, dan politik yang tinggi, sehingga telah
melampaui otoritas hukum, kemampuan akal sehat, dan jangkauan nilai-nilai
budaya.
Wajah hukum dewasa ini telah sarat dengan berjuta parasit, virus, dan
topeng-topeng yang sangat sulit dikembalikan kepada nilai-nilai idealitasnya
dalam otonomi dan supremasinya. Sulitnya perjuangan ini terbentur pada aksi
dalam bentuk kepura-puraan yang baru, yaitu reformasi semu (virtual
reformation), menambal borok-borok hukum dengan berbagai mutasi palsu,
perubahan semu, reorganisasi virtual.32 Bila demikian keadaannya, maka
Indonesia tidak akan pernah berhenti mengusut fatamorgana dan mengadili
bayang-bayang hukum. Reshuffle kabinet juga tidak membawa dampak yang
signifikan terhadap upaya memperbaiki citra dan wibawa pemerintahan dan
hukum.
Oleh karena itu, dalam upaya penegakan hukum di republik ini harus
dilakukan secara simultan baik itu dalam garis horisontal maupun vertikal.
Harus disertai dengan adanya sanksi yang tidak pandang bulu dengan tanpa
melihat siapa mereka dan dari mana asal dan status mereka. Sanksi hukuman
itupun harus berlangsung dalam sebuah proses peradilan yang fair serta
32 Yasraf Amir Piliang, Hantu-hantu Politik dan Matinya Sosial, h. 286.
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transparan dengan dukungan dari para hakim dan jaksa-jaksa yang betul-betul
bebas dari praktek KKN. Bila tidak, maka kita akan tetap berada didalam
lingkaran setan yang tak akan pernah selesai.
Sebagaimana dipahami bahwa ketika reformasi digulirkan pada
pertengahan tahun 1998, salah satu yang paling diharapkan dan menjadi
bahagian dari upaya pembanguan masa depan bangsa ini adalah penegakan
supremasi hukum. Apabila supremasi hukum belum menjadi komitmen dan
agenda bersama, maka cita-cita para pendiri bangsa ini, akan sulit tercapai.
Realitas buruk telah menjadi cermin bahwa selama pemerintahan rezim Orde
Baru, dimana penegakan supremasi hukum masih menjadi lips servis semata.
Hal seperti ini bukanlah merupakan kultur dan khas bagi masyarakat
Indonesia.
Bisa dibayangkan, jika aparat hukum pun sudah tidak bisa lagi berlaku
fair dan adil, apalagi masyarakat. Bangsa yang kuat, tentunya memiliki
landasan yang kuat; yaitu tegaknya supremasi hukum. Hukum memberi arahan
yang jelas dalam hidup bermasyarakat. Hukum pula menjadi panglima dalam
menentukan benar tidaknya tindakan setiap warga negara. Hukumlah yang
menjadi senjata dalam menjaga ketertiban dan ketentraman (dalam arti yang
luas) di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, menjadi wajar dan patutlah kita
semua untuk berharap pada aparat penegak hukum untuk menunjukkan
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kinerjanya. Aparat penegak hukum adalah pionir di dalamnya. Paradigma
lama, bahwa siapa yang bayar itulah yang benar, haruslah benar-benar
disingkirkan. Pola tebang pilih juga harus dilenyapkan. Jangan ada
diskriminasi di depan hukum. Paradigma “maju memperjuangkan yang benar”
harus benar-benar tertanam. Hingga kini, kinerja aparat penegak hukum, masih
banyak yang mengecewakan. Hal ini tergambar dari banyaknya kasus-kasus
yang sempat mencuat ke permukaan, kemudian hilang tidak jelas ke mana
arahnya. Misalnya, kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat,
baik di pusat maupun di daerah. Padahal, korupsi secara kasat mata telah turut
serta dalam membawa bangsa ini ke arah keterpurukan. Kesejahteraan
masyarakat menjadi amat rendah, hanya karena ada orang-orang secara sengaja
merampas hak-haknya. Pejabat hanya terpaku untuk memperkaya diri.
Sekali lagi, bangsa ini berharap pada aparat penegak hukum. Peran dan
kontribusi aparat penegak hukum akan maksimal, jika dalam tubuh aparat
penegak hukum itu sendiri telah terjadi pembaharuan. Atau dalam istilah
umum disebut reformasi. Reformasi itu sendiri harus dimaknai sebagai langkah
untuk membangun visi-misi aparat penegak hukum yang benar-benar terarah,
jelas dan terukur.
Teori penegakan hukum yang dikenal dengan istilah “Justice System”
yang melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman harus benar-benar
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menjaga keutuhan dan kemapaman supremasi hukum itu sendiri. Jika tidak,
maka parade keprihatinan akan terus menjadi kegelisahan masyarakat. Sebagai
anak bangsa amat prihatin terhadap kinerja aparat penegak hukum. Korupsi
terjadi di mana-mana. Pelaku illegal logging masih banyak yang berkeliaran.
Demikian juga dengan pengedar dan pemakai narkoba. Ketiga bentuk
kejahatan itu, sadar atau tidak, menjadi musuh utama bangsa, tetapi masih sulit
diberantas. Korupsi menyebabkan banyaknya anggaran yang jatuh tidak pada
tempatnya. Akibatnya, pejabat makin kaya, sementara rakyat semakin miskin.
Illegal logging telah menyebabkan hutan kita menjadi gundul tanpa
memperhatikan aspek kelestarian alam. Illegal logging terjadi, manakala ada
persekongkolan antara pejabat terkait dengan oknum pelakunya. Akibatnya
terjadi banjir, tanah longsor dan pergantian musim menjadi tak jelas. Bisa kita
lihat, di sejumlah daerah banjir seolah menjadi rutinitas. Setiap periode waktu
tertentu, banjir menjadi langganan yang sangat menyengsarakan banyak orang.
lagi-lagi yang dirugikan adalah masyarakat. Sinergitas antar aparat penegak
hukum sangat diperlukan. Dengan adanya kerja sama akan semakin
memperkokoh kuatnya dorongan untuk menegakkan supremasi hukum. Ketiga
instansi penegak hukum, hendaknya satu bahasa dalam menegakkan supremasi
hukum.
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C. Beberapa faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
Penegakan hukum merupakan harapan setiap insan pendamba keadilan.
Tegaknya hukum dan keadilan, adalah cita-cita luhur semua komponen bangsa.
Proses penegakan hukum dalam masyarakat, Undang-undang bukanlah faktor
tunggal. Terdapat berbagai faktor yang saling terkait dan memberikan
kontribusi bersama-sama terhadap kondisi penegakan hukum. Untuk mencapai
suasana kehidupan berbangsa yang mampu menegakkan kepastian dan
keadilan hukum bagi masyarakat, maka diperlukan beberapa faktor yang dapat
mendukung tercapainya penegakan hukum.
Untuk menegakkan hukum secara konsekuen, maka ada beberapa faktor
yang sangat berpengaruh didalamnya, yaitu; faktor hukum atau Undang-
undang, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan faktor
kebudayaan,33 dan faktor politik.34
a. Faktor Hukum atau Undang-undang
Bila dilihat dari segi terbentuknya, hukum dibagi ke dalam dua
bagian, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Secara sederhana, yang
dimaksud dengan hukum tertulis adalah hukum yang dibuat oleh instansi atau
33 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Cet. I; PT.
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 8.
34 Bambang Sutiyoso, Aktualita Hukum dalam Era Reformasi: Paparan Aktual Berbagai
Permasalahan Hukum dan Solusinya Selama Proses Reformasi di Indonesia (Cet. I; Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2004), h. 65.
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lembaga yang berwenang dalam suatu Negara dam dalam aplikasinya sering
disebut dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan hukum yang tidak
tertulis merupakan adat atau kebiasaan yang terdapat pada masyarakat tertentu
yang tetap hidup dan mengikat bagi kepentingan mereka dalam interaksi sosial.
Faktor hukum merupakan salah satu unsur yang sangat penting
dalam rangka efektifitas hukum sebagai sarana keadilan. Berbicara tentang
efektifitas hukum dalam masyarakat Indonesia, berarti membicarakan daya
kerja hukum dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap
hukum. Dalam hal ini, efektifitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang
harus memenuhi tiga unsur atau syarat pokok, yaitu yuridis, sosiologis dan
filosofis.35 Efektivitas hukum bukanlah sesuatu perkara yang mudah, karena
suatu kaedah hukum atau peraturan tertulis tidak hanya dilihat dari segi yuridis
formalnya. Apabila hanya memperhatikan aspek yuridis, akan berpotensi
kaedah hukum menjadi suatu kaedah yang kaku. Apabila hanya berlaku secara
sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka peraturan yang ada berpeluang
menjadi suatu aturan pemaksa. Apabila hanya berlaku secara filosofis, maka
ada kemungkinan kaedah hukum tertentu merupakan hukum yang dicita-
citakan, hanya nampak dalam argumentasi retorik. Oleh karena itu, hukum
35 Zainuddin Ali, Filsafat Hukum (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 94.
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sangat ditentukan oleh yang menjalankan atau mengoperasikan kaedah-kaedah
hukum tersebut.
b. Faktor Penegak Hukum
Aparatur penegak merupakan faktor kunci, karena pada tataran praktek
di pundak merekalah beban penegakan hukum diletakkan. Oleh karena itu,
keberhasilan dan kegagalan proses penegakan hukum sangat bergantung pada
kualitas pelaksananya. Arti penting dari profesionalisme penegak hukum
semakin terasa jika dikaitkan dengan realitas sosial yang penuh dengan
ketimpangan dalam struktur sosial, ekonomi, pendidikan, politik maupun
kekuasaan.
Walaupun perangkat aturan-aturan hukum telah sempurna di suatu
negara, belum menjadi suatu jaminan akan terjadinya penegakan hukum yang
efektif dan efisien. Sebab untuk menegakkan hukum bergantung pada apresiasi
dan pemahaman hukum oleh penegak hukum terhadap hukum yang berlaku.
Bukan hanya dukungan kapasitas ilmu yang dimilikinya, namun tidak bisa
diabaikan faktor integritas moral yang melekat pada diri aparatur penegak
hukum. Sumber malapetaka penegakan hukum di Indonesia terletak pada
rapuhnya integritas moral, kurangnya rasa malu untuk melakukan permainan
hukum di atas kepentingan ekonomi dan politik. Di samping itu, tidak adanya
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komitmen dan konsistensi di dalam memperjuangkan kebenaran menjadi
sebuah kenyataan.
Untuk itu kemampuan profesional dan integritas moral penegak hukum
sangat dipengaruhi oleh faktor kecerdasan personal, proses dan kualitas
pendidikan hukum yang ditempuh, dan proses pendidikan profesi hukum yang
diikuti.36 Profesionalisme merupakan perpaduan antara pendidikan dan
pengalaman.37 Semakin lama seseorang mengabdikan ilmunya, maka semakin
banyak pula pengalaman yang diperoleh.
Dalam drama Cade’s Rebillion, Shakespreare seperti yang dikutip oleh
E.Y. Kanter disebutkan "let’s kill all the lawyers" (bunuhlah semua pengacara-
profesional hukum), kalau ingin mengubah negara hukum menjadi negara
totaliter (absolut), atau jika ingin negara ini menjadi negara yang penuh
dengan korupsi, bobrok, rusak, dan hancur karena main kuasa dan main hakim
sendiri”.38 Adegan dalam drama ini menunjukkan bahwa para penegak hukum;
hakim, jaksa, pengacara, notaris dan polisi adalah pembela kebenaran dan
keadilan.
36 Zainuddin Ali, Filsafat Hukum, h. 124.
37 Leden Marpaung, Menggapai Tertib Hukum di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika,
1999), h. 67.
38 E.Y. Kanter, Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religius (Jakarta: Storia
Grafika, 2001), h. 110.
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Sebagai pemangku profesi penegakan hukum harus mampu
memberikan kepastian hukum kepada para pencari kebenaran dan keadilan.
Punya itikad yang baik, tulus, dan ikhlas dalam menjalankan profesinya
sebagai pekerjaan yang mulia. Aparat penegak hukum, seperti kejaksaan
(lembaga penuntutan), kepolisian (lembaga pelaksanaan penegakan peraturan
sekaligus pengambil tindakan pada tingkat pertama), dan pengadilan (lembaga
penetapan, putusan) seharusnya mampu menjalankan tugasnya secara jujur dan
adil.
Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang
judicial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap
perkara yang diajukan kepadanya. Ketika suatu kasus dilimpahkan ke
Pengadilan, di sinilah terjadi penentuan putusan apakah seseorang terbukti
melakukan kejahatan hukum atau tidak.
Dalam pandangan Islam, hakim wajib berlaku adil. Hakim wajib
memberikan perlakuan yang sama antara pihak yang bersengketa dalam
keramahan, mengucapkan salam, menjawab salam, memberikan tempat duduk,
mengajak mereka untuk berbicara, dan bentuk-bentuk tatakrama serta
penghormatan yang lainnya. Sebagai konsekuensi dari amanah yang
ditanggungnya, seorang hakim tidak dibenarkan memberikan petunjuk kepada
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salah satu pihak agar dapat mengalahkan pihak lawannya.39 Beberapa sikap
seperti ini merupakan antitesa dari sikap marah dalam proses peradilan.
Dengan perkataan lain, para aparat penegak hukum, baik polisi dalam
menyidik dan menyelidiki, jaksa dalam menuntut, maupun hakim dalam
memutuskan suatu perkara harus dalam keadaan tenang, tidak terburu-buru,
dan tidak sedang marah (kondisi kejiwaan terganggu).
Nilai moral yang dapat diambil dari pesperktif di atas, yaitu bahwa
kondisi psikologis dapat mempengaruhi terhadap jalannya proses penegakan
hukum. Kondisi kejiwaan seorang  hakim harus steril.
Independensi penegak hukum harus senantiasa terjaga, tidak
memaksakan suatu kasus harus dapat dihukum. Untuk penanganan kasus
diperlukan pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang dilanggar dan
didukung oleh alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur di dalam ketentuan
Pasal 184 KUHAP, yaitu meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat
petunjuk dan keterangan terdakwa, bukti-bukti ini harus dicari dan ditemukan,
tidak bisa ditentukan dengan target belaka. Kalaupun terpaksa harus diajukan
dikhawatirkan terdakwa akan bebas, kalau hal ini yang terjadi malahan akan
menyebabkan tambah terpuruknya citra penegakan hukum di Negara ini. Jaksa
Penuntut Umum (JPU) dalam rangka penegakan hukum harus memiliki
39 Ruhullah al-Musawiy, Zubdah al-Ahkam (Teheran: Munazhzhamah al-I’lam al-Islamiy,
1404 H), h. 223.
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militansi, tidak hanya menuntut pidana bagi terdakwa yang salah saja, tetapi
juga harus berani menuntut terdakwa bebas, apabila tindak pidana yang
didakwakan padanya tidak cukup bukti. Tindakan Jaksa Penuntut Umum ini
dipandang perlu mengingat kesan yang ada di masyarakat sampai sekarang
bahwa tugas Jaksa hanya menuntut pidana saja, padahal demi kepastian hukum
Jaksa harus juga berani menuntut bebas terdakwa yang tidak cukup bukti,
karena di sini Jaksa tidak hanya mewakili negara tetapi juga mewakili
masyarakat.
Masalah penegakan hukum harus menjadi tekad semua instansi penegak
hukum dan semua aparat penegak hukum, dimulai dari Kepolisian, Kejaksaan
dan Pengadilan. Penegakan hukum dijadikan suatu gerakan nasional dan aparat
penegak hukum secara bersama. Penanganan kasus-kasus korupsi dan
kejahatan lainnya, tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, ada Kepolisian,
Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mereka harus
melakukan kerjasama dan berani melakukan gelar perkara. Dengan
dilakukannya kerjasama dan saling mendukung di antara instansi penegak
hukum diharapkan dapat ditegakkannya hukum dan dikuranginya teror,




Faktor sarana atau fasilitas merupakan salah satu faktor penting  dalam
rangka perjuangan mewujudkan penegakan hukum. Meskipun perangkat
Undang-undang dan pelaksananya ada, akan tetapi tidak didukung oleh sarana
atau fasilitas untuk terlaksananya proses penegakan hukum tersebut, menjadi
salah satu faktor penghambat efektifnya penegakan hukum. Salah satu contoh
fasilitas yang dimaksudkan adalah terkait dengan dana operasional.40 Dana
operasional merupakan salah satu faktor penting upaya membongkar berbagai
pelanggaran hukum yang terjadi. Bisa dibayangkan, apabila ada seorang
koruptor atau peaku kriminal lainnya berhasil melarikan diri ke luar negeri,
lalu dana operasional penuntasan kasus itu tidak ada, maka bisa dipastikan
bahwa operasi tidak akan berjalan maksimal, stagnan.
d. Faktor Masyarakat
Dewasa ini masyarakat terus-menerus belajar dan semakin kritis.
Masyarakat telah aktif memainkan peran kontrolnya terhadap lembaga
peradilan. Sehingga eksistensi masyarakat tidak dapat dimarginalkan dan
hanya dianggap sebagai pengguna jasa peradilan semata. Pada dasarnya
peradilan sangat bergantung pada penilaian, judgment atau sikap kritis yang
dibangun oleh masyarakat. Dalam perspektif ini, penegakan hukum dapat
40 Rr. Rina Antasari, "Tindak Pidana Korupsi dan Penegakan Hukum" dalam Korupsi, Hukum
dan Moralitas Agama, editor (Yogyakarta: Gama Media, 2006), h. 46.
82
dikategorikan sebagai sesuatu yang berasal dari masyarakat dan bertujuan
untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.
Peran serta masyarakat dalam penegakan hukum, khusunya masalah
pemberantasan kejahatan korupsi dapat dilihat dalam Pembahasan Undang-
undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 41 ayat antara lain
sebagai berikut:
(1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana korupsi.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diwujudkan dalam bentuk:
a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya
dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan
memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana
korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak
pidana korupsi;
c. hak memnyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab
kepada penegakan hukum yang menangani perkara tindak pidana
korupsi;
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d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya
yang diberikan kepada penegakan hukum dalam waktu paling lama
30 (tiga puluh) hari;
e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
1. melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
b, dan c;
2. diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di
siding pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Dalam hubungannya dengan penegakan hukum, yang dimaksudkan
dengan masyarakat adalah para saksi suatu peristiwa, kelompok masyarakat itu
sendiri, media massa (cetak maupun elektronik), dan keluarga tersangka.41
Kelompok masyarakat ini sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses
penegakan hukum, mulai proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai
pada tahap eksekusi. Oleh karena itu, dalam memantapkan keterlibatan
masyarakat dalam upaya penegakan hukum, maka terdapat beberapa metode
yang perlu dilakukan, yaitu membangun dan membina kesadaran hukum
masyarakat.
41 C. Himawan, "Kewibawaan Hukum dan Mengalirnya Arus Modal" (Kompas, 15 Oktober
1983), h. 12.
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Penegakan hukum bukan hanya dipikul oleh aparat yang dilegitimasi
oleh negara dalam beberapa lembaga, kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan
advokat. Keterlibatan masyarakat sangat menentukan akan terbongkarnya
berbagai kasus kejahatan, termasuk kasus korupsi. Dengan perkataan lain,
apabila kesadaran hukum masyarakat telah terbina, maka ketaatan masyarakat
terhadap hukum bukan dalam keadaan terpaksa melainkan secara rasional
mereka sudah memahami arti penting dari hukum itu sendiri.
Signifikansi dari rekonstruksi kesadaran hukum masyarakat erat
kaitannya dengan berbagai persepsi masyarakat terhadap hukum.42 Ada
kecenderungan masyarakat dalam memaknai dan memahami hukum, bahwa
hukum dan penegakan hukum identik dengan para petugas dalam lembaga
penegakan hukum. Persepsi seperti ini telah mengakar pada masyarakat,
terutama  masyarakat sederhana. Ketika terjadi kasus pelanggaran hukum
berupa pembunuhan, pencurian atau korupsi, misalnya pada desa-desa
terpencil, masyarakat nyaris mengabaikan hal ini. Bukan hanya karena tidak
mengertinya prosedur hukum, juga karena ketakutan mereka jika kelak terjadi
proses hukum dan secara praktis akan dipanggil sebagai saksi.
42 Menurut Soerjono Soekanto, berbagai variasi pengertian hukum di masyarakat, antara lain
hukum adalah: sebagai ilmu pengetahuan, disiplin (sistem ajaran tentang kenyataan), norma atau
kaidah (patokan perilaku yang pantas dilakukan), tata hukum (hukum positif tertulis), petugas ataupun
pejabat, keputusan pejabat atau penguasa, proses pemerintahan, perilaku teratur dan unik, jalinan nilai,
dan hukum diartikan sebagai seni.
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Untuk tercapainya penegakan hukum yang bermula dari masyarakat,
maka fungsi hukum jangan hanya diketahui oleh orang-orang yang
menjalankan sistem, melainkan hukum perlu disosialisakan. Dengan demikian
masyarakat akan semakin sadar untuk taat terhadap hukum.
Tingkat perkembangan masyarakat turut serta dan sangat berpengaruh
terhadap pola penegakan hukum. Semakin modern suatu masyarakat, maka
akan semakin kompleks dan semakin birokratis proses penegakan hukumnya.
Dalam upaya penegakan hukum, bukan hanya manusianya yang dituntut untuk
jujur dan adil, tetapi juga ditentukan oleh organisasi yang mengatur dan
mengelola-operasionalisasi proses penegakan hukum.
e. Faktor Kebudayaan
Pada dasarnya faktor kebudayaan erat hubungannya dengan faktor
masyarakat, karena masyarakat yang menghargai budayanya merupakan salah
satu ciri dari masyarakat modern. Namun demikian perlu dibedakan karena di
dalam kebudayaan diketengahkan masalah sistem nilai yang menjadi inti dari
kebudayaan.
Lawrence M. Friedman seperti yang dikutip oleh Soerjono Soekanto
mengatakan, bahwa hukum sebagai subsistem dari sistem kemasyarakatan
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mencakup tiga hal, yaitu struktur, substansi, dan kebudayaan.43 Sebagaimana
yang disebutkan sebelumnya bahwa sarana dan prasarana menjadi salah satu
faktor pendukung ditegakkan hukum. Dalam hal ini mencakup struktur
lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga yang ada
beserta hak-hak dan kewajibannya. Substansi mencakup isi norma-norma
hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang
berlaku bagi para pelksanan hukum maupun pencari keadilan. Sedangkan
kebudayaan hukum pada dasarya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum
yang berlaku, nili-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai
apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.44
Dalam mengatur hubungan antar manusia, kebudayan biasa disebut
dengan struktur normatif atau garis-garis petunjuk dalam hidup. Maksudnya,
kebudayaan merupakan suatu garis-garis pokok tentang perilaku yang
menetapkan peraturan-peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan yang
semestinya ditinggalkan.45 Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kaidah-
kaidah kebudayaan berarti peraturan-peraturan tentang tingkah laku yang harus
dilakukan dalam suatu keadaan tertentu.
43 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, h. 59.
44 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 59-60.
45 Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar (Cet. Ke-27; Jakarta: PT. RajaGrfindo
Persada, 1999), h. 198.
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Diskursus tentang nilai-nilai kebudayaan yang berperan dalam hukum
dapat dilihat dari pasangan antara nilai ketertiban dan nilai ketenteraman, nilai
jasmaniah (kebendaan) dan nilai rohaniah (keakhlakan), nilai konservatisme
dan nilai inovatisme.46
Berdasarkan tiga pasangan nilai tersebut dapat persepsikan bahwa nilai
ketertiban dan ketenteraman merupakan nilai yang sepadan dengan nilai
kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Secara psikologis, apabila
seseorang merasakan ketenteraman berarti tidak merasakan kekhawatiran,
tidak merasakan sesuatu akan adanya ancaman secara eksternal, sekaligus
seseorang tidak merasakan konflik secara internal atau bathniah.
Sistem hukum di Indonesia pada dasarnya bersumber dari akar budaya
bangsa Indonesia yang bersumber dari falsafah pancasila. Oleh karena itu, cita-
cita hukum maupun perumusan dan implementasinya tidak boleh sewenang-
wenang. Haruslah mampu berfungsi sebagai pelindung semua kepentingan
individu dan masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman serta kesejahteraan
seluruh masyarakat.47 Pernyataan ini sekaligus menyadarkan seluruh warga
masyrakat bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dan
bermartabat. Namun demikian, dalam hubungannya hukum, terutama hukum
46 Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, Renungan tentang Filsafat Hukum (Jakarta:
C.V. Rajawali, 1983), h.15.
47 Baharuddin Lopa, Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia, h. 49.
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pidana, tidak bisa dipungkiri akan adanya pengaruh dari eksistensi kolonial-
penjajah yang pernah menduduki Indonesia selama kurang lebih 350 tahun
atau tiga setengah abad.
Pasangan nilai kebendaan dan keakhlakan merupakan dua nilai yang
bersifat universal. Akibat dari adanya pengaruh kegiatan modernisai dalam
berbagai aspek kehidupan manusia, tidak mustahil akan muncul
kecenderungan menempatkan nilai kebendaan di atas nilai keakhlakan. Kondisi
ini akan berakibat buruk pada aspek hukum, karena hukum akan dinilai dari
segi kebendaan yang berimplikasi pada proses pelembagaan hukum dalam
masyarakat, sanksi-sanksi negatif lebih dipentingkan daripada kesadaran untuk
mematuhi hukum.
Selanjutnya, pasangan antara nilai konservatisme dengan nilai
inovatisme memiliki peran dalam perkembangan hukum. Dalam hal ini, dapat
dilihat dari adanya dua persi tentang hukum. Di satu pihak yang mengatakan
bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk
mempertahankan "status quo". Versi yang lain mengatakan bahwa hukum juga
dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengadakan perubahan dan menciptakan
hal-hal yang baru.48 Kedua pasangan ini akan menempatkan hukum pada
kedudukan dan peranan secara proporsinal berdasarkan fungsinya. Salah satu
48 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, h. 66-67.
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ciri bangsa yang bermartabat adalah bangsa yang menghargai dan senantiasa
menghidupkan budayanya.
f. Faktor Politik
Masalah politik juga menjadi salah satu faktor penting yang turut
berpengaruh dalam pengakan hukum. Pentingnya faktor politik ini didasarkan
pada kenyataan bahwa penegakan hukum bukan hanya ditujukan kepada
masyarakat lapisan bawah atau masyarakat kecil, melainkan diperuntukkan
untuk seluruh warga negara, termasuk pemerintah.49 Konstelasi politik yang
tidak kondusif dapat berdampak buruk terhadap proses penegakan hukum.
Kekuatan politik yang ikut campur dalam proses penegakan hukum dapat
menyebabkan tercemarinya hukum dan independensi para penegak hukum
dapat tergoyahkan oleh kekuasaa politik. Oleh karena itu, untuk memperbaiki
citra penegakan hukum yang cenderung tebang pilih selama ini, seharusnya
lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga ekstra yudisial lainnya
tidak mengintervensi proses yang terjadi di wilayah hukum. Semua komponen
bangsa harus memiliki kesamaan komitmen untuk menegakkan hukum tanpa
memandang latar belakang, status, dan kedudukan seseorang. Etika politik
bangsa harus diarahkan pada upaya memperbaiki dan membina kepentingan
masyarakat banyak, tanpa terjebak pada kepentingan pribadi dan golongan
49 Bambang Sutiyoso, Aktualita Hukum dalam Era Reformasi: Paparan Aktual Berbagai
Permasalahan Hukum dan Solusinya Selama Proses Reformasi di Indonesia, h. 65.
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tertentu. Cita-cita terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih sangat
dipengaruhi oleh kemampuan mempertahankan eksistensi budaya lokal,
regional, dan nasional. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai
budayanya. Salah satu segmen budaya yang perlu dikondusifkan adalah
terbinanya etika politik masyarakat yang terintegrisi keperawatan  dalam nilai-
nilai moral. Politik bukanlah kekuasaan belaka, melainkan sebagai sarana
untuk memperjuangkan kepentingan dan kemaslahatan rakyat.
Kondusifnya sistem politik yang dijalankan oleh para aktor politik dapat
berorientasi pada terwujudnya independensi hukum dalam menjalankan
fungsinya sebagai sarana kontrol sosial. Etika politik dan kesadaran kolektif
dari semua elemen masyarakat sangat berpengaruh terhadap terwujudnya
perjuangan penegakan hukum di Indonesia. Para ajargon-jargon politik dalam
menjalankan aksi politiknya, seharusnya senantiasa mengedepankan etika




DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
A. Prinsip-prinsip Penegakan Hukum Baharuddin Lopa
Manusia adalah makhluk yang tidak pernah sunyi dan bebas dari
berbagai tantangan, godaan dan hambatan hidup yang senantiasa
mempengaruhi niat baiknya agar gagal melaksanakan setiap tugas mulia yang
diamanahkan kepadanya. Tanpa terkecuali dalam mengungkap berbagai kasus
kejahatan yang terjadi dalam realitas kebobrokan moral manusia. Khusus
dalam masalah penegakan hukum, tantangan yang umum terjadi adalah ketika
terjadi intervensi politik dan mengambil kepentingan politik yang
mengitarinya. Mengalirnya dana haram (suap) untuk membebaskan atau
minimal membelokkan fakta hukum dengan retorika kesalahan prosedur.
Menurut Baharuddin Lopa, dalam menjalankan tugas mulia untuk
menegakkan kebenaran, seseorang harus memiliki prinsip yang kuat, yaitu
adil, jujur, ikhlas dan berani.
1. Prinsip Keadilan
Adil merupakan sebuah konsepsi abstrak. Dalam diskursus penegakan
hukum di Indonesia, keadilan aparat penegak hukum dalam menyidik,
92
menyelidiki, menuntut, dan mengadili menjadi salah satu faktor kunci dan
modal utama dalam upaya menegakkan hukum.
Memahami dan menyelami arti dan hakekat dari orientasi keadilan
dalam perspektif hukum menjadi salah satu kunci utama dalam menegakkan
hukum. Pemahaman yang sempurna tentang keadilan oleh aparat penegak
hukum, maka hukum yang diciptakan adalah hukum yang menegakkan
keadilan dan berguna bagi kepentingan umum.1 Memahami secara parsial
makna keadilan dapat merusak citra penegakan hukum, karena secara filosofis,
aspek keadilan menjadi tujuan utama dari penegakan hukum.
Urgensi pemahaman dan aktualisasi keadilan dalam realitas kehidupan
manusia, menurut Baharuddin Lopa minimal memahami dan mengamalkan
lima aspek keadilan yang harus dipelihara dalam kehidupan umat manusia,
yaitu; keadilan antara hamba dengan Penciptanya, adil dalam hubungan antara
anak dengan orang tua, adil bagi pemerintah, adil dari segi sosial ekonomi, dan
adil dalam masalah hukum.2
1 Baharuddin Lopa, "Etika Pembangunan Hukum Nasional" dalam Identitas Hukum Nasional,
editor. 18. Dalam membangun hukum, khususnya peraturan perundang-undangan, maka pertama,
harus sesuai dengan prinsip-prinsip etika, yaitu pendekatan arif dan bijaksana melalui musyawarah.
Kedua, hukum yang berintikan keadilan serta mendorong kepada kebajikan dan mencegah
kemunkaran. Ketiga, menerapkan hukum secara konsekuen, agar menumbuhkan kewibawaan hukum
itu sendiri dan kewibawaan pemerintah secara umum.
2 Baharuddin Lopa, Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia (Cet. I;
Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987), h. 1-3.
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a) Keadilan antara hamba dengan Penciptanya.
Dalam hal ini hamba senantiasa berusaha melaksanakan amar ma’ruf
dan nahy mungkar. Dengan kata lain adil adalah mampu melaksanakan
kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. Sebagai seorang hamba, ia wajib
tunduk dan patuh terhadap hukum-hukum yang ditetapkan Allah. Adil dalam
perspektif ini merupakan adil secara teologis. Kepatuhan dan ketundukan
seorang hamba terhadap apa yang diturunkan oleh Allah sebagai syari'at bagi
manusia. Allah menciptakan jin dan manusia dengan tujuan agar kedua
makhluk ini senantiasa beribadah kepada-Nya.
Ikhlas dalam menerima dan melaksanakan perintah Allah merupakan
salah satu wujud dari adilnya seorang hamba memenuhi seruan-Nya. Dengan
sebutan lain, tidaklah adil apabila seorang hamba hanya mengharapkan sesuatu
yang mulia dari Allah sementara ia sendiri belum memenuhi kewajibannya.
b) Adil dalam hubungannya antara orang tua dengan anaknya.
Keadilan dalam perspektif hubungan orang tua dengan anaknya, yaitu
orang tua harus mampu mendidik anaknya agar menjadi manusia yang shaleh.
Orang tua menjadi tauladan, panutan bagi generasinya, karena di dalam rumah
tangga inilah pendidikan yang paling pertama dan utama. Sementara anak
sendiri harus mampu menjalankan apa yang dinasehatkan oleh orang tuanya,
yang sesuai dengan  perintah agama.
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Dalam ilmu pendidikan, lingkungan rumah tangga merupakan lingkup
pendidikan yang paling dasar (basic education). Peran orang tua sebagai pilar
dan figur bagi anak-anaknya harus berfungsi secara maksimal. Dalam hal ini,
pendidikan agama, khususnya pendidikan moral atau akhlak dan kedisiplinan
serta ketaatan menjalankan ibadah menjadi prioritas. Hal ini penting dilakukan
agar anak dalam perkembangannya sudah terbiasa melaksanakan  perintah
agama.
c) Adil bagi pemerintah.
Pemerintah sebagai pemegang amanah rakyat, haruslah mempunyai
moral dalam pekerjaannya. Sebuah kesadaran tetap terpatri bahwa sebelum
menjadi pejabat, dirinya juga pernah menjadi rakyat biasa. Oleh karena itu,
pemerintahan seharusnya dipandang sebagai sebuah moral dan etika yang
selayaknya senantiasa mengajak pada kebenaran, kebaikan dan keadilan, serta
mencegah terjadinya dekadensi moral dalam lingkungan masyarakat.3 Dalam
perspektif ini pemerintah harus mampu, setidak-tidaknya tetap berusaha keras
menegakkan keadilan sosial di kalangan masyarakat. Sebagaimana sila kelima
pada Pancasila, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dan
bagi rakyat sendiri, untuk menguji keadilannya, mereka harus mampu
berpartisipasi bersama-sama pemerintah membangun masyarakat atau
3 Inu Kencana Syafiie, Pengantar Filsafat (Cet. I; PT. Rineka Aditama, 2004), h. 74.
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mendukung program pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang lebih
baik. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu bentuk
keadilan yang dibangun oleh masyarakat terhadap pemerintah. Demikian pula
sebaliknya, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan terhadap
kepentingan dan kebutuhan serta hak hidup bagi rakyatnya.
Keadilan pembangunan selama ini cenderung terabaikan. Akibatnya,
memicu munculnya reaksi keras dari berbagai kelompok masyarakat yang
mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),
disintegrasi bangsa. Contoh konkret dapat dilihat dari lahirnya Gerakan Aceh
Merdeka. Demikian juga halnya yang dilakukan oleh sebahagian besar
masyarakat Papua. Meskipun dalam berbagai perspektif, faktor ketidak adilan
pembangunan bukanlah faktor tunggal. Mungkin saja ada faktor-faktor lain
yang mendukungnya. Akan tetapi, masalah ketidak adilan pembangunan tidak
bisa dipungkiri dalam realitas yang terjadi dalam sistem pemerintahan yang
cenderung sentralistik selama ini. Bahkan dalam perspektif ekonomi, terjadi
eksploitasi dan monopoli orang-orang yang dekat dengan penguasa-istana,
seperti yang terjadi pada masa Orde Baru.
d) Adil dari segi sosial-ekonomi
Adil dari segi ekonomi menyangkut masalah pengelolalan ekonomi
nasional, yaitu dibangunnya ekonomi atas dasar kekeluargaan, bukan hanya
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diperuntukkan untuk golongan tertentu saja. Untuk mencapai keadilan pada
bidang ekonomi tergantung pada sistem yang digunakan yang memungkinkan
memberikan keadilan bagi rakyat.
e) Keadilan dalam hukum
Keadilan dalam perspektif ilmu hukum biasa disebut dengan kewajaran,
yaitu keadilan yang dapat memberikan ketenangan dan kebahagiaan bagi
masyarakat. Hakim harus mampu memberikan putusan yang adil supaya
masyarakat tergugah untuk mempercayai pengadilan yang sekaligus akan
mencegah terjadinya main hakim sendiri.
Kelima aspek keadilan tersebut, kelihatannya sangat sederhana. Apabila
dikaji dan direnungi secara seksama dan mengaktualkannya dalam kehidupan
nyata, akan melahirkan pribadi yang tangguh. Manusia yang memiliki militansi
dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan menjadi sesuatu yang dapat
dirasakan oleh semua elemen masyarakat. Perpaduan antara kejujuran dan
kemapanan ilmu sangat berpotensi melahirkan suatu putusan hukum yang
memenuhi rasa keadilan.
Memahami hakikat keadilan, kemampuan meyakinkan masyarakat
secara rasional, dan mentalitas yang tangguh  merupakan landasan yang sangat
mendasar dan pertama dibenahi menuju tercapainya cita-cita memperjuangkan
penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia. Para aparat sebagai pahlawan
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dalam penegakan hukum, harus mampu bekerja sebagaimana amanah yang
dibebankan kepadanya.
Salah satu elemen penting dan sangat menentukan pengusutan suatu
tindakan kejahatan hukum adalah pihak kepolisian.  Mereka harus bekerja
keras mengumpulkan bukti-bukti yang cukup yang akan disempurnakan oleh
jaksa penuntut umum pada saat perkara diperiksa di pengadilan. Secara teoritis
langkah-langkah ini perlu diambil. Untuk mencegah terjadinya spekulasi,
pengaburan data pada tingkat penuntutan oleh jaksa penutut umum, maka
pimpinan perlu melakukan kontrol yang ketat terhadap apa yang dikerjakan
oleh bawahannya.4 Memberikan petunjuk kepada petugas lapangan dan
menelaah berkas perkara, surat dakwaan dan surat tuntutan yang akan diajukan
di muka persidangan.
Prinsip keadilan yang menjadi pegangan utama Baharuddin Lopa dalam
berbicara masalah penegakan hukum merupakan amanah dari Allah swt.
Beliau mengutip QS. Al-Maidah/5 : 8, sebagai berikut:
الَّ يـَُّهاالَِّذْيَن اََمنـُْوا ُكْونـُْوا قـَوَّاِمْنيَ لِلِه ُشَهَداَء بِااْلِقْسِط َوَالَجيـْرَِمنَُّكْم َشَنَاُن قـَْوٍم َعَلى اَ ااَ يَ 
ى....وَ قْ لتـَّ لِ بُ رَ قْـ اَ وَ ا هُ وْ لُ دِ عْ تـَْعِدُلْوا اِ 
4 Inu Kencana Syafiie, Pengantar Filsafat , h. 138.
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Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.
Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum,
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu
lebih dekat kepada takwa....5
Dalam Islam, menegakkan keadilan merupakan salah satu roh dari
sendi-sendi ajaran Islam. Karena keadilan sangat dekat dengan ketakwaan.
Hukum harus berdaulat atas semua anggota masyarakat mulai dari rakyat yang
terlemah sampai kepada pemimpin tertinggi (secara nasional) yang disebut ulil
amri. Semua berkedudukan sama di hadapan hukum (equality before the law).
Di hadapan hukum tidak ada keistimewaan lantaran pangkat, kedudukan
tinggi, kekayaan yang melimpah, keturunan ningrat- social standing. Apalagi
sebagai penegak hukum langsung; polisi, jaksa, hakim, pengacara, petugas
(Lembaga Pemasyarakatan (LP), mereka harus dapat menjadi suri tauladan
kepada penegak hukum yang tidak langsung termasuk kepada masyarakat luas.
Konstribusi Islam dalam menumbuhkan penegakan hukum yaitu bertitik
tolak dari ajaran Tauhid, keimanan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa,
Khaliq yang sekaligus berarti pengakuan akan prinsip yang secara hakiki,
bahwa umat manusia adalah satu, makhluk dari Khaliq Yang Esa. Keyakinan
dari Tauhid ini berarti manusia merupakan satu keluarga yang anggotanya
5 Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: PT. Karya Toha Putra,
t.th),  h. 50.
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sama-sama memiliki martabat kemanusiaan (human dignity) yang setara,
berhak hidup dengan hak-haknya. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki
hak-hak asasi yang harus dijamin oleh masyarakat dan negara setelah ia
memenuhi kewajiban asasinya terhadap masyarakat dan negara. Keseimbangan
antara terjaminnya hak asasi (human right) dengan terpenuhinya kewajiban
asasi (human duties) antara negara, individu, dan masyarakat secara timbal
balik. Hal inilah yang mendasari kemantapan stabilitas hidup bermasyarakat
dan bernegara. Dalam rangka inilah Islam menitikberatkan pada latihan
menunaikan kewajiban asasinya masing-masing dan menghormati hak orang
lain. Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah/2: 213, sebagai berikut:
َ ُمَبشِّرِْيَن َوُمْنِذرِْيَن َواَنـَْزَل َمَعُهُم اْلِكَتاَب لَِيْحكُ كَ  َم اَن النَّاُس اُمًَّة وَّاَدًة فـَبَـَعَث اهللاُ النَِّبنيِّ
بـَْنيَ النَّاِس ِفْيَما اْختَـَلُفْوا ِفْيهِ 
Terjemahnya:
"Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), Maka
Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah
menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan
di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. tidaklah
berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan
kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-
keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri...."6
6 Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemahnya , h. 51.
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Bahwa seseorang tidak bisa hidup sendiri. Kehidupan manusia hanya
dapat berkembang maju dalam hidup bermasyarakat, hidup berjamaah. Hidup
perorangan dan hidup bermasyarakat saling mempengaruhi dan saling
membutuhkan. Kecintaan rakyat kepada keadilan dan tumbuhnya rasa hormat
warga negara kepada kedaulatan hukum dan kemerdekaan hukum merupakan
akibat dari adilnya hakim memutuskan perkara.
Kewajiban seorang hakim adalah berlaku adil, apabila ia konsisten,
istiqomah, taat pada asas hukum, maka rakyat akan taat, termasuk penguasa
atas setiap vonis yang dijatuhkan.
Islam mendudukkan hak dan kewajiban secara timbal balik. Warga
negara (rakyat) wajib taat kepada pemimpin dan penegak hukum selama
mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan setia menjaga amanat
kepercayaan rakyat mereka. Dalam QS. An-nisa/4: 58, Allah swt. berfirman:
لِ دْ عَ الْ ابِ وْ مُ كُ حْ تَ نْـ اَ اسِ النَّ ْنيَ بَـ مْ تُ مْ كَ ا حَ ذَ اِ ا وَ هَ لِ هْ اَ َىل اِ آل منتِ وااْ دُّ ؤَ تُـ نْ اَ مْ كُ ُرأ مُ يَ اهللاَ نَّ اِ 
ارً يْـ صِ بَ ا عً يْـ مسَِ انَ كَ هللاَ نَّ اِ هِ بِ مْ كُ ظُ عِ ا يَ مَّ عِ نِ هللاَ نَّ اِ 
Terjemahnya:
"Sesungguhnya Allah memerintahkan menunaikan amanat kepadayang
berhak dan (Dia perintahkan) aaapabila kamu menghukum di antara
manusia supaya kamu menghukum dengan adil."7
7 Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 128.
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Sumber kekuasaan pemimpin dan penegak hukum adalah ketaatannya
sendiri kepada hakim. Yang berdaulat hanyalah hukum (Allah). Kekuasaan
dipergunakan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di antara seluruh
rakyat. Penguasa berhak atas ketaatan rakyat selama dia menjalankan
kekuasaan itu atas kebenaran dan keadilan, rakyat berhak membetulkan
perjalanan penguasa bila ia salah.
2. Prinsip Kejujuran
Menyuruh orang lain untuk berlaku jujur bukanlah sesuatu yang sulit,
akan tetapi berperilaku secara jujur adalah sebuah perkara yang tidak mudah
diwujudkan. Dengan sebutan lain, ringan dalam ucapan namun berat dalam
tindakan. Hal ini sangat terkait dengan integritas moral yang dimiliki
seseorang. Kejujuran merupakan modal yang sangat berharga dan tak ternilai
harganya. Kejujuran merupakan suatu mahkota kehidupan manusia. Kejujuran
juga merupakan suatu konsepsi abstrak yang tidak dapat diukur luasnya. Jujur
bukanlah substansi yang dapat dilukiskan wujudnya, namun setiap orang
menghargai dan ingin berlaku jujur. Jujur hanya dapat terbaca dalam hubungan
transaksional. Dalam hubungannya dengan penegakan hukum, sifat jujur
menjadi salah satu pilar yang sangat menentukan.
Menurut Baharuddin Lopa, bahwa apapun resiko yang terjadi pada diri
penegak hukum, maka pendirian yang kokoh dan benar harus tetap
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dipertahankan.8 Hal ini menunjukkan bahwa kejujuran memiliki kekuatan
penggerak yang pengaruhnya tampak dalam realitas kehidupan manusia.
Pengaruh ini mewarnai pribadi yang bersangkutan sebagai suatu motivasi
untuk senantiasa berbuat lurus.9 Mengatakan sesuatu sebagaimana adanya.
Tidak mengeluarkan sebuah statemen spekulatif dengan retorika politik yang
hanya memikirkan keuntungan pribadi dan kelompok meskipun merugikan
orang lain.
Untuk mencapai hasil kerja yang positif dalam penegakan hukum, maka
para aparat yang bersentuhan dengan masalah ini lebih dahulu memiliki
kesadaran dan mental tangguh yang tidak akan roboh oleh terpaan arus
kekuatan politik penguasa. Ketangguhan mental para aparat itulah yang
memiliki kans lebih besar dan berpotensi mempertahankan konsistensi
kejujuran dan menegakkan hukum yang berkeadilan. Menyelesaikan suatu
perkara yang memenuhi tuntutan rasa keadilan setiap unit yang turut dalam
penyelesaian perkara berada dalam kondisi yang dapat diharapkan untuk
berlaku jujur.10 Mempertahankan kebenaran hukum dan kejujuran bukanlah
8 Baharuddin Lopa, Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia, h. 8.
9 Soekanto dan A. Dardiri Hasyim, Nafsiologi: Refleksi Analisis tentang Diri dan Tingkah
Laku Manusia (Cet. II; Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h.143.
10 Baharuddin Lopa, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, editor (Cet. I; Jakarta:
Kompas, 2002), h. 137. Bukan hanya hakim yang dituntut untuk adil dalam memutus suatu perkara,
akan tetapi semua unsur dituntut untuk berlaku adil, mulai dari kelompok masyarakat, pihak kepolisian
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perkara yang mudah, dibutuhkan kesadaran personal akan pertanggungjawaban
amanah yang dibebankan kepadanya yang dapat menjadi motivator dalam
mempertahankan kebenaran menjadi sebuah kenyataan.
3. Prinsip Keikhlasan dan keberanian
Keikhlasan dan keberanian dalam  menghadapi berbagai penyakit sosial
menjadi salah satu kunci yang menentukan akan keberhasilan penegakan
hukum. Keikhlasan dalam bertindak, bukan karena adanya intervensi dan
tekanan dari atasan atau secara politis, melainkan wujud dari konsekuensi
amanah yang ditanggungnya. Kesadaran seperti ini akan berimplikasi pada
tercapainya keadilan hukum di tengah-tengah masyarakat. Keberanian yang
dimaksudkan adalah keberanian di atas koridor-koridor hukum. Bertindak
karena dorongan moral tanpa membeda-bedakan (tebang pilih) dalam
mengambil tindakan hukum. Dengan demikian, dibutuhkan adanya sinergitas
antara keikhlasan dan kebranian dalam menangani berbagai macam kasus
hukum. demikianlah konsekuensi dari tugas sebagai abdi negara untuk
mencegah dan bertindak menyelesaikan berbagai kasus hukum.
Menurut Baharuddin Lopa, apabila aparat penegak hukum yang sedang
melaksanakan tugasnya, kemudian ada tekanan atasan untuk menangguhkan
dalam penyidikan dan penyelidikan, jaksa dalam penuntutan, para advokat, sampai pada tingkat
eksekusi oleh pengadilan.
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proses hukum tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka aparat
harus berani berpendirian kokoh dan bersikap tegas bahwa tindakan itu tetap
dilajutkan demi kepastian hukum.11 Dari sini tampak dengan jelas bagaimana
sikap Baharuddin Lopa dalam memperjuangkan kebenaran hukum. Prinsipnya
yang kokoh, membuat ia berani melawan kesewenang-wenangan, pengaburan
fakta hukum, meskipun beresiko tinggi terhadap jabatannya. Berhasilnya
perjuangan penegakan hukum sangat ditentukan oleh pemimpin bersama
jajarannya. Aparat penegak hukum, pejabat dan masyarakat harus memiliki
kesadaran hukum yang tinggi. Keberanian dalam bertindak berdasarkan aturan-
aturan hukum yang ada merupakan suatu sikap dan tindakan yang sangat
dibutuhkan ditenga-tengah keterpurukan penegakan hukum di Indonesia.
Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa untuk
mencapai hasil kerja yang positif dalam penegakan hukum, maka para aparat
yang bersentuhan dengan masalah hukum lebih dahulu memiliki kesadaran dan
mental tangguh. Sebagai sebuah kekuatan yang tidak mudah tergoyahkan oleh
pengaruh yang dapat merusak kejujuranya dalam menegakkan keadilan. Tidak
terpengaruh oleh derasnya arus kekuatan politik penguasa. Ketangguhan
mental para aparat itulah yang memiliki kans yang lebih besar dan berpotensi
mempertahankan konsistesi kejujuran dalam menegakkan hukum yang
11 Baharuddin Lopa, Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia, h. 37.
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berkeadilan. Menyelesaikan suatu perkara yang memenuhi tuntunan rasa
keadilan setiap unit yang turut dalam menyelesaikan perkara berada dalm
kondisi yang dapat diharapkan untuk berlku jujur. Mempertahankan kebenaran
hukum dan kejujuran bukanlah perkara yang mudah, dibutuhkan kesadaran
personal akan pertanggun-jawaban amanah yang dibebankan kepadanya yang
dapat menjadi kekuatan pengerak dalam mempertahankan kebenaran menjadi
sebuah kenyataan.
4. Profesionalisme
Menurut Magnis Suseno, yang dimaksud dengan profesi ialah pekerjaan
yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan
mengandalkan suatu keahlian khusus.12 Sebagai profesional di bidang hukum
harus mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup, tidak hanya mengetahui ilmu
hukum saja tetapi harus juga mengetahui berbagai ilmu pengetahuan yang lain
dan mampu mengimbangi perkembangan ilmu hakum tersebut dalam arus
klobalisasi seperti sekarang ini. Para sarjana hukum harus mempunyai
wawasan yang luas terhadap berbagai bidang ilmu pengetahuan hukum dan
mempunyai kecerdasan secara akademis untuk mengantisifasi bergai problem
hukum yang terjadi saat ini.
12 F. Magnis Suseno, Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Falsafah Hukum (Cet. III;
Kanisius: Yogyakarta, 1991), h. 21.
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Menurut Baharuddin Lopa profesionalisme di bidang hukum perlu terus
ditingkatkan agar para pemimpin, pejabat, termasuk legislative, khususnya
penegak hukum dapat menciptakan atau menerapkan perundang-undangan
nasional.yang sesuai dengtan tuntutan zaman.13 Oleh karena itu, seorang
profesional dalam suatu pekerjaan atau jabatan tertentu, maka harus memiliki
kriteria umum, antara lain: mempunyai keterampilan tinggi dalam suatu bidang
pekerjaan, mahir dalam mempergunakan peralatan tertentu yang diperlukan
dalam mempergunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam
melaksanakan tugas yang di bebankan kepadanya, kedua; mempunyai ilmu
pengetahuan yang cukup memadai, pengalaman yang memadai dan
mempunyai kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah, peka dalam
membaca situasi, cepat dan cermat dalam mengambil keputusan yang terbaik
untuk kepentingan bersama. Ketiga; mempunyai kemampuan untuk
mengantisipasi segala permasalahan yang terbentang dihadapanya, keempat;
mempunyai sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi
serta terbuka untuk menyimak dan menghargai pendapat orang lain. Urgensi
profesionalisme  dalam bidang penegakan hukum bukanlah sebatas teori dan
retorika belaka, bahkan sudah menjadi suatu kebutuhan mutlak agar apa yang
13 Baharuddin Lopa, Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia, h. 124.
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dicita-citakan dalam penegakan hukum dapat terpenuhi. Hakim sebagai
penyidik harus profesional dalam memutuskan suatu perkara.
Profesional menangani suatu kasus pidana, misalnya korupsi, hal yang
signifikan diperhatikan adalah kemampuan mengajukan pertanyaan. Metode
pengajuan pertanyaan kepada oknum terduga atau terdakwa seharunya dapat
tertutup ruang adanya jawaban yang bersifat spekulatif.
Profesionalisme memang sudah menjadi suatu masalah besar yang
terjadi di negara manapun di dunia ini, terutama menyangkut penegakan
hukum. Ketidak-profesionalan seseorang dalam menjalankan tugasnya sebagai
abdi negara akan berakibat pada kurang maksimalnya hasil yang dicapai. Hal
ini senada dengan yang dituturkan oleh Barbara Ward bahwa: "short age of
trained manpower is, indeed, the great gap in all underdeveloped parts of the
world".14 Maksudnya adalah kekurangan tenaga-tenaga terlatih, sesungguhnya
merupakan suatu hambatan besar bagi pembangunan wilayah-wilayah
terbelakang di seluruh bagian dunia.
Profesionalisme yang dibutuhkan adalah di samping menguasai teori-
teori hukum yang ada, juga yang terpenting adalah memiliki pengetahuan
keterampilan yang diperoleh dari latihan-latihan kerja sehingga menjadi
tenaga-tenaga yang siap pakai. Meskipun seorang profesi hukum memiliki
14 Barbara Ward, The Interplay of East and West (Gorge and Unwin Ltd.: London, 1957),
h. 38.
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keahlian, keterampilan dan cerdas serta memiliki intelektualitas yang tinggi
dalam bidang hukum tetapi tidak didukung oleh integritas moral yang solid,
maka tidak akan mempunyai arti sam sekali. Oleh karenanya, intelektualitas
dan profesionalisme yang dimiliki oleh profesional hukum hendaknya
didukung oleh integritas moral yang prima, sebab hal inilah yang menentukan
berhasil atau tidaknya dalam menjalankan tugasnya.
5. Siri' (rasa malu) dan Hidup Sederhana
Kebiasaan buruk terhadap hal-hal yang kecil, sewaktu-waktu akan
berpengaruh terhadap yang lebih besar. Kebiasan mengambil atau
menyalahgunakan uang negara meskipun hanya satu sen, maka suatu waktu
akan berani menggelapkan uang dalam jumlah yang lebih besar. Masalah
koruspi bukanlah hanya pada kuantitasnya uang yang dikorup, tetapi kapan ada
kesempatan untuk melakukan aksi.
Menurut Baharuddin Lopa, budaya siri' yang juga berarti harga diri
seharusnya melekat pada diri setiap orang, terutama para pemimpin atau
pejabat agar dapat menjadi panutan dalam hidupnya.15 Mantapnya rasa malu
dalam diri seseorang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, akan dapat
melawan kebiadaban dan keserakahan hidup. Orang yang di dalam dirinya
telah tertanam budaya siri' untuk melanggar norma-norma hukum dan agama,
15 Baharuddin Lopa, Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia, h. 24.
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akan senantiasa berusaha melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji di
hadapan Allah. Ia akan senantiasa berada dalam pengawasan Allah Swt.
Kuatnya prinsip budaya siri' yang dimiliki oleh Baharuddin Lopa, ia
berkeyakinan orang yang merasa malu dihadapan Allah, maka semakin mudah
memiliki kepribadian untuk malu kepada sesama manusia melakukan sesuatu
yang tercelah.16 Malu merupakan salah satu cabang dari iman. Orang yang
mantap imannya kepada Allah, berarti telah tertanam kokoh rasa malu dalam
dirinya.
Menurut Baharuddin Lopa, di Mandar dikenal adanya istilah siri’ yang
berkonotasi positif dengan sikap dan prilaku masyarakat Mandar. Kedua
istilah yang dimaksud ialah kayyang siri’ (besar atau tebal rasa malu) yaitu
orang yang selalu teliti dalam tutur bahasa dan perbuatannya dan naissang siri’
(memiliki rasa malu).17 Bagi orang yang kayyang siri’ dalam kondisi
bagaimana pun sekalipun pekerjaan dan perbuatan itu tidak dilarang, missal
meminjam sesuatu, ia tetap tidak akan mau melakukan karena terlalu besar
rasa malunya. Sedangkan naissang siri’ yaitu orang yang punya rasa malu
melakukan sesuatu yang baik, tetapi untuk kondisi tertentu rasa malunya (siri’)
dihilangkan demi terpenuhinya hajat dan kemaslahatan.
16 Baharuddin Lopa, Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia, h. 24.
17 Abu Hamid, dkk, Siri’: Filosofi Suku Bugis, Makassar, Toraja dan Mandar, (Cet. II;
Makassar: Arus Timur, 2014), h. 84.
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Selain budaya siri', kesederhanaan hidup yang melekat pada diri
seseorang akan mempengaruhi pola tingkah lakunya dalam menjalankan
aktivitas hidupnya. Pola hidup sederhana merupakan modal penting untuk
menghindari keserakahan hidup dengan menghalalkan segala macam cara.
Merajalelanya tindak pidana korupsi di negeri ini disebabkan oleh adanya
keinginan untuk mempertontnkan kemewahan dunia. Meskipun proses
pencapaiannya harus menabrak rambu-rambu  hukum.
Semasa hidupnya, Baharuddin Lopa sangat mengedepankan prinsip
hidup sederhana. Salah satu indikatornya dapat dilihat dari kehidupan sehari-
harinya. Perjalanan hidupnya yang sampai menempati posisi puncak pada
Jaksa Agung, tidak membuatnya tergiur dengan materi. Hal ini yang membuat
beliau mampu bertahan dan berani menindak para pelaku kejahatan korupsi.
Memperhatikan prinsip-prinsip Baharuddin Lopa dalam menegakkan
hukum secara konsekuen, kelihatannya sangat sederhana, dan tidak ada hal
yang istimewa dari segi konsepsi teoritisnya. Bahkan teori dan prinsip-prinsip
yang dikemukakan oleh beliau juga berlaku bagi semua. Artinya, bahwa
prinsip-prinsip yang dikemukakan Baharuddin Lopa termasuk hal yang umum
dikemukakan oleh semua orang. Namun demikian, yang membedakan antara
Baharuddin Lopa dengan kebanyakan orang kaitannya dengan penegakan
hukum dapat dilihat segi integritas, komitmen, dan takut kepada Allah swt.
111
B. Pemikiran Baharuddin Lopa dalam Upaya Penegakan Hukum di
Indonesia
Pada pembahasan sebelumnya telah diuraikan tentang pentingnya
penegakan hukum dan keadilan. Penegakan hukum dan keadilan merupakan
dambaan bagi seluruh warga masyarakat. Dalam setiap perbincangan tentang
pembagunan karakter suatu bangsa, masalah penegakan hukum menjadi salah
satu topik yang hangat diperdebatkan. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan
hukum di Indonesia belum berjalan secara maksimal, keadilan hukum masih
berada di bawah bayang-bayang kekuasaan dan kepentingan politik. Supremasi
politik masih dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Keadilan hukum laksana sebuah berlian yang sangat mahal. Keadilan
hukum seakan-akan dibungkus dalam tirani kekuasaan dan kezaliman. Secara
yuridis, perangkat Undang-undang, khususnya Undang-undang tentang tindak
pidana, sudah sangat memungkinkan untuk menjaring dan menjebloskan para
pelaku kejahatan ke dalam penjara. Namun realitasnya, Indonesia dikenal
sebagai salah satu negara terkorup di dunia, akan tetapi belum sebanding
dengan yang bisa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan jahat tersebut.
Oleh karena itu, dari enam faktor yang menentukan dalam penegakan
hukum (seperti yang dijelaskan pada bab III), faktor pelaksana dengan
integritas moral yang tangguh menjadi hal yang sangat menentukan.
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Baharuddin Lopa sebagai salah seorang putra terbaik bangsa Indonesia
telah menorehkan sejarah di pentas penegakan hukum. Prinsip yang kokoh dan
hidupnya yang sederhana membuat segala gerak langkahnya sangat konsisten
dan berani berbuat, apalagi dalam persoalan hukum. Segala sesuatu yang
muncul dalam pikirannya menyangkut hukum, dia kemukakan, dipublikasikan
lewat media, kemudian bergerak untuk mengambil langkah-langkah hukum.
Sebagaimana yang pernah dilakukan pada saat beliau menjadi Kepala
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
Pengembaraannya di belantara hukum yang tidak mengenal kompromi
politik, apalagi kolusi dan nepotisme yang sangat kental pada masa Orde Baru
berkuasa. Hal ini tidaklah menjadikan Baharuddin Lopa hilang di dunia
hukum. Bahkan, ketika bangsa ini sedang berada dalam situasi yang sudah
"sekarat", konstalasi politik yang tidak stabil, justru Baharuddin Lopa
dipanggil kembali ke asalnya setelah "dimatisurikan" dalam dunia hukum
selama dua tahun menjadi Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi.
Rekonstruksi spirit Baharuddin Lopa dalam penegakan hukum di
Indonesia merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Mengungkap dan
mengkaji pemikiran-pemikiran penegakan hukum beliau, terutama dalam
membongkar masalah kejahatan korupsi yang telah menggerogoti negeri ini.
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Dalam memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia,
Baharuddin Lopa mempertegas visi perjuangan beliau dengan empat hal:18
Pertama, dengan penegakan hukum dapat memulihkan kepercayaan
rakyat kepada pemerintah. Rakyat akan sepenuh hati mendukung
pemerintahnya karena mereka melihat pemerintahnya tidak bermain-main
dalam menegakkan hukum. Kedua, dengan tindakan penegakan hukum yang
tegas berarti melakukan pendidikan sekaligus pencegahan berlanjutnya korupsi
yang dilakukan oleh aparat pemerintah sendiri. Ketiga, dapat dilakukan
penyelamatan aset negara. Dengan adanya penegakan hukum tersebut aset
negara yang mudah dikorup sebelum dilakukan tindakan tegas, kini dapat
diselamatkan demi pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Keempat, para
penanam modal tidak ragu-ragu menanamkan modalnya di Indonesia karena
oknum pejabat atau pengusaha di Indonesia tidak akan leluasa lagi mengkorup
modal yang diinvestasikan sebagai akibat tindakan tegas pemerintah dalam
penegakan hukum.
Keempat hal tersebut menunjukkan bahwa dalam masalah penegakan
hukum, Baharuddin Lopa tidak hanya sekedar berusaha untuk mengusut suatu
kasus hukum yang dihadapkan kepadanya. Akan tetapi, lebih jauh dari itu
18 Baharuddin Lopa, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum (Cet. II; Jakarta: Penerbit
Buku Kompas, 2002), h. 131.
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beliau memiliki pemikiran yang berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan
dan perdamaian dalam kehidupan manusia. Ada target yang hendak dicapai,
minimal mengembalikan citra pemerintahan yang tidak hanya mementingkan
kelompok-kelompok tertentu.
Diskursus tentang penegakan hukum, secara filosofis terdapat dua hal
penting yang tidak bisa dipisahkan, yaitu upaya pencegahan (preventif) dan
penindakan (represif). Sehubungan dengan upaya preventif maupun represif
terhadap kasus kejahatan, Baharuddin Lopa memiliki langkah-langkah
mendasar dan strategis.
a. Langkah Pencegahan (Preventif)
Lebih baik mencegah dari pada mengobati. Pepatah ini sekaligus
menjadi prinsip hidup yang perlu diaktualkan. Banyaknya pelanggaran yang
terjadi di dunia ini disebabkan oleh minimnya kesadaran hukum manusia
akibat dari kebobrokan moral. Untuk mencegah semakin berkembangnya
pelanggaran hukum, maka perlu ditempuh suatu upaya pembenahan dan
pembinaan mental-pribadi masyarakat akan pentingnya mencegah
kemungkaran, baik terhadap masyarakat secara umum maupun aparat penegak
hukum itu sendiri.
Sehubungan dengan langkah preventif, Baharuddin Lopa sebagai tokoh
yang intens berbicara tentang hukum, memperjuangkan penegakan hukum
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yang berkeadilan memberikan sumbangsih pemikiran alternatif yang perlu
dilakukan dalam rangka mencegah semakin meningkatnya peristiwa-peristiwa
hukum.
1) Membina dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
Pembinaan kesadaran hukum masyarakat merupakan sesuatu hal yang
sangat penting dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan. Upaya ini
berorientasi pada terbentuknya suatu masyarakat yang adil, yaitu masyarakat
yang tumbuh dari individu yang memiliki kesadaran toleransi baik antara
individu dengan individu lainnya, maupun antara kelompok masyarakat agar
hidup dalam kedamaian.19
Menurut Baharuddin Lopa, apabila masyarakat mematuhi hukum
dengan kesukarelaannya, adanya kesadaran hukum, bukan karena merasa
dipaksa, maka sikap seperti ini bagian dari adanya budaya hukum
masyarakat.20 Membina dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat lebih
banyak dipengaruhi oleh pendidikan yang bermula dari lingkungan keluarga.
Kesadaran hukum tumbuh dan berkembang dari adanya perasaan hukum,
bukan lahir dengan sendirinya. Cerminan dari adanya kesadaran hukum
19 Muhammad Said Al-Asymawi, Uṭul Syari'ah diterjemahkan oleh Luthfi Thomafi dengan
judul Nalar Kritis Syari'ah (Cet. I; Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2004), h. 182.
20 Baharuddin Lopa, Pertumbuhan Demokrasi, Penegakan Hukum  dan Perlindungan Hak
Asasi Manusia (Cet. I; Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 1999),   h. 53.
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masyarakat dapat dilihat dari sikap dan prilaku mereka yang senantiasa
berupaya untuk bertutur kata serta bertingkah laku berdasarkan kode etik
kehidupan sosial. Senantiasa melakukan hal-hal yang benar dan menegakkan
yang hak untuk melakukan pekerjaan yang bermanfaat.
Selain dari pada itu, Baharuddin Lopa juga mengemukakan bahwa salah
satu faktor yang berpengaruh agar pembinaan keluarga sejahtera dan sadar
hukum harus tumbuh dari kemampuan orang tua untuk berbuat jujur dan
mematuhi hukum serta menjalankan ibadah dengan tekun.21 Apabila
pembinaan dan upaya peningkatan kesadaaran hukum masyarakat dimulai dari
lingkungan keluarga, tentu sangat potensial untuk terbentuknya suatu tatanan
kehidupan masyarakat yang menghargai eksistensi hukum.
Meskipun reformasi telah mengagendakan reformasi kelembagaan
(institutional reform) dan reformasi perundang-undangan (instrumental
reform), akan tetapi keinginan tersebut tidak akan dapat berfungsi efektif
apabila kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat tidak menunjang.
Oleh karena itu, perlu dikembangkan upaya-upaya pembinaan dan pembaruan
yang sistematis dan terarah mengenai orientasi pemikiran, sikap tindak, dan
kebiasaan berperilaku dalam kehidupan masyarakat luas (cultural reform).
21 Baharuddin Lopa, Pertumbuhan Demokrasi, Penegakan Hukum  dan Perlindungan Hak
Asasi Manusia, h. 70.
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Sikap menghormati hukum, orientasi berpikir dan bertindak yang selalu
didasarkan atas hukum masih harus dibina dan dikembangkan menjadi
kebiasaan hidup rakyat Indonesia. Di tengah isu hak asasi manusia yang
dewasa ini menghantui cara berpikir hampir semua orang, juga perlu disadari
mengenai pentingnya dimensi kewajiban dan tanggungjawab asasi manusia.
Sejatinya hukum dan keadilan justru terletak pada keseimbangan dinamis
dalam hubungan antara hak dan kewajiban yang tidak dapat dilepaskan dari
kepentingan para subjek hukum dalam arti sempit ataupun kepentingan
masyarakat pada umumnya.
Apabila hal tersebut dapat dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara, maka akan terciptalah kedaulatan hukum yang dapat
melahirkan negara hukum. Kedaulatan hukum dan negara hukum yang
dimaksudkan bukan hanya dalam arti yang formil, melainkan juga dalam arti
materil, yaitu kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi hukum dalam
kehidupan sehari-hari.
Pembinaan kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat itu perlu
dikembangkan, baik melalui jalur  pendidikan masyarakat dalam arti yang
seluas-luasnya maupun melalui saluran media komunikasi massa dan sistem
informasi yang menunjang upaya pemasyarakatan dan pembudayaan kesadaran
hukum yang luas. Sudah saatnya semua pihak menanamkan keyakinan yang
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sunguh-sungguh mengenai pentingnya menempatkan hukum sebagai
“kalimatun sawa’” atau ‘pegangan normatif’  tertinggi dalam kehidupan
bersama.
Dengan demikian, pembinaan kesadaran hukum masyarakat dapat lebih
mudah dilakukan dalam upaya membangun sistem supremasi hukum di masa
yang akan datang. Hal itu akan sangat berbeda jika norma-norma hukum yang
diberlakukan justru bersumber dan berasal dari luar kesadaran hukum
masyarakat.
Baharuddin Lopa menyadari tentang adanya problem yang dihadapi
dalam langkah pencegahan (preventif). Beliau menyadari bahwa manusia
adalah makhluk yang memiliki banyak kekurangan. Di samping itu,
manusialah yang melakukan kejahatan, misalnya korupsi, dan manusia pula
yang berusaha melakukan pencegahan.22 Baharuddin Lopa hendak
menyampaikan pesan moral kepada para penegak hukum, bahwa
sesungguhnya langkah pencegahan merupakan langkah yang efektif dalam
penegakan hukum. Berupaya menutup ruang-ruang yang menyebabkan
seseorang melakukan kejahatan.
22 Baharuddin Lopa, Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia, h. 91.
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2) Menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan
hukum.
Menurut Baharuddin Lopa, untuk mencegah terjadinya tindakan
kriminal, baik kalangan masyarakat umum maupun pejabat negara, maka perlu
ditempuh langkah terpadu dalam penegakan hukum. Adapun langkah-langkah
yang dimaksudkan, yaitu:
1. Peningkatan kesejahteraan rakyat,
2. memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah
terjadinya  penyimpangan,
3. peningkatan penyuluhan hukum demi pemerataan kesadaran hukum
masyarakat,
4. menambah personil polisi dan penegak hukum  untuk lebih
meningkatkan tindakan represif maupun preventif,
5. menghapuskan atau meniadakan kepercayaan-kepercayaan sesat.23
Langkah-langkah tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah
bersama aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga lainnya yang memiliki
kompetensi dalam upaya peningkatan kualitas sumber Daya Manusia (SDM).
Baharuddin Lopa sangat menekankan pentingnya memperkecil bahkan
meniadakan hal-hal yang yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan
kejahatan. Meskipun demikian, beliau mengakui bahwa pekerjaan seperti ini
bukanlah sesuatu yang mudah.24 Dalam perspektif sosio-historis problem yang
23 Baharuddin Lopa, Masalah-masalah Politik, Hukum, Sosial, Budaya, dan Agama: Sebuah
Pemikiran (Cet. I; Jakarta: Pustaka Sinar Harapan (IKAPI), 1996), h. 47.
24 Baharuddin Lopa, Kejahatan Korupsi da Penegakan Hukum, h. 4.
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dihadapi oleh manusia datang silih berganti yang nyaris tidak mengenal titik
nadir (usai dan akhir). Manusia dililit beragam masalah yang diproduksinya
sendiri, tanpa arah dan tujuan yang jelas.
Deskripsi tersebut menunjukkan bahwa kejahatan yang terjadi dalam
realitas kehidupan manusia lebih disebabkan oleh adanya keinginan untuk
berkuasa (will to power) dan keinginan untuk bertahan dalam hidup (will to
live). Dengan demikian, apabila will to live dan will to power tidak bisa
terpenuhi secara normal, maka hal inilah kadang-kadang yang melahirkan
adanya aksi penjarahan dan perampokan. Sedangkan apabila kekuasaan
dikendalikan oleh keserakahan hidup, maka kekuasaan tersebut akan
dimanfaatkan untuk menekan kepentingan masyarakat banyak, termasuk
merugikan negara, dengan cara melakukan korupsi.
Menurut Baharuddin Lopa, agar kesenjangan hidup dalam strata
kehidupan sosial dapat dikendalikan, maka perlu ditetapkan peraturan yang
dapat membatasi keleluasaan pengusaha-pengusaha besar melakukan kegiatan-
kegiatan usahan mereka yang mempersempit ruang gerak pengusaha-
pengusaha kecil.25 Pengusaha-pengusaha kecil dan menengah seharusnya
mendapatkan perhatian dari pemerintah, karena usaha-usaha inilah yang lebih
banyak menyentuh kepentingan dan kebutuhan hidup masyarakat miskin.
25 Baharuddin Lopa, Kejahatan Korupsi da Penegakan Hukum, h. 4
.
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Bahkan mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan pada saat bangsa
Indonesia ditimpa "musibah" krisi ekonomi moneter. Ide-ide produktif  seperti
ini, hanya akan dapat berjalan dengan baik bila didukung oleh kualitas Sumber
Daya Manusia yang memadai.
Menurut Barda Nawawi Arief, kualitas Sumber Daya Manusia di
bidang pembangunan dan penegakkan hukum tentunya terkait erat dangan
kualitas pendidikan Tinggi Hukum yang melatar belakanginya.26 Oleh karena
itu, dilihat dari sudut pendidikan hukum, upaya meningkatkan kualitas di
bidang hukum saat ini menuntut perlunya revaluasi, reorintasi dan reformasi di
bidang hukum para Perguruan Tinggi Hukum di negeri ini. Pendidikan Tinggi
Hukum sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional pada hakikatnya
merupakan bagian integral dari usaha membentuk manusia dan masyarakat
Indonesia yang berbudaya dan berkualitas. Sehubungan dengan hal ini, sumber
daya manusia yang diharapkan dalam penbangunan hukum saat ini adalah
manusia yang berpotensi sebagai pemikir, perencana, dan pelaksana dalam
membuat produk-produk  hukum dan sekaligus dapat melaksanakan segala
produk hukum yang dibuat.
26 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan
Kejahatan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 21.
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Sehubungan dengan pentingnya langkah pencegahan tersebut,
Baharuddin Lopa merujuk pada perintah dalam al-Qur’an untuk mencegah
terjadinya kemunkaran. Dalam istilah agama dikenal dengan amar ma'ruf nahy
munkar.27 Hal ini dapat ditemukan dalam al-Qur'an, misalnya pada QS. Ăli
‘Imran/3: 104 sebagai berikut:
نِ عَ نَ وْ هَ نْـ يَـ وَ فِ وْ رُ عْ ْلمَ اَوْلَتُكْن مِّْنُكْم اُمٌَّة يَّْدُعْوَن ِاَىل اخلَْْريِ َويَْأُمُرْوَن بِ 
نَ وْ حُ لِ فْ مُ الْ مُ هُ كَ ئِ ولَ اُ وَ رِ كَ نْ مُ الْ 
Terjemahnya:
“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang
mungkar mereka itulah orang-orang yang beruntung.28
Dari segi teks, ayat tersebut bersifat pernyataan. Akan tetapi didalamnya
terkandung makna perintah, yaitu al-amr bi al-ma'ruf dan al-nahy 'an al-
munkar. Secara sederhana, kata ma’ruf pada ayat di atas dapat dimaknai segala
perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah swt., sedangkan kata munkar
berarti segala perbuatan yang menjauhkan kita kepada-Nya. Dengan demikian,
sudah menjadi suatu keharusan bagi umat Islam untuk senantiasa melakukan
tindakan pencegahan (preventif) atas terjadinya berbagai perbuatan yang dapat
27 Baharuddin Lopa, Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia, h. 1
28 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan dan Terjemahnya, h. 93.
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berefek negatif, baik terhadap individu pelaku maupun terhadap masyarakat
pada umumnya.
Pembinaan hati nurani, sebagai ḍamir rakyat yang dapat mengendalikan
diri harus diawali dengan keimanan yang disuburkan oleh ibadah yang tertib,
misalnya shalat. Karena shalat dapat menumbuhkan kekuatan batin yang dapat
mengendalikan dan meneguhkan dirinya dari berbagai godaan pada orang yang
mendirikannya. Kemantapan masyarakat hanya dapat dibina atas landasan rasa
tanggung jawab pribadi anggota masyarakat terhadap kemaslahatan umum.
Tanggung jawab ini dapat membangun hati nurani dan social conscience
masyarakat. Social conscience adalah landasan bagi social support dan social
control yang bertanggung jawab, baik terhadap masyarakat maupun terhadap
penguasa untuk menghindarkan timbulnya kesewenang-wenangan. Juga
dengan adanya social conscience, social responsibility yang aktif akan
menciptakan disiplin sosial.
Harus disadari bahwa fungsi hukum bukanlah sebagai titik tolak dalam
pembinaan masyarakat, akan tetapi sebagai pengawal batas, agar batasan
antara yang hak dan yang baţil tampak lebih jelas. Islam telah meletakkan
dasar-dasar penegakan keadilan dan rule of law bahwa hukum berdaulat atas
semua warga negara bahkan penegak hukum sekalipun. Semua sederajat dan
semua sama di hadapan hukum.
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2. Langkah Penindakan (Represif)
Yang dimaksudkan dengan langkah penindakan di sini yaitu menindak
para pelaku kejahatan hukum, termasuk mengungkap kasus korupsi. Menindak
siapa saja yang melakukan yang melakukan pelanggaran hukum dengan tanpa
pandang bulu. Apabila langkah penindakan masih dipengaruhi oleh adanya
pilih kasih atau tebang pilih, bukannya akan berefek dapat mencegah
terjadinya korupsi dan kejahatan hukum lainnya, bahkan justru lebih
mendorongsemakin menjadi-jadinya perbuatan yang memalukan itu.29
Mengungkap suatu perkara hukum dan menindak pelaku kejahatan, misalnya
korupsi, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dilakukan. Pada saat
menangani suatu kasus, bisa saja terjadi sesuatu yang sifatnya non-teknis
dengan berupaya melakukan penyelamatan diri dari jeratan hukum. Secara
sosiologis, hal ini sulit dihindari, karena pada diri manusia terdapat keinginan
yang kuat untuk lari dari kenyataan dan tidak ingin bahwa dirinya terbukti
melakukan kejahatan. Pada saat yang bersamaan ia menghalalkan segala
macam cara untuk membentengi dirinya. Dalam perspektif ini kadang-kadang
29 Baharuddin Lopa, Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia, h. 94.
Bagi Baharuddin Lopa tanda-tanda dari keberhasilan langkah represif bukan hanya diukur dari
keberhasilan menindak atau mengeksekusi pelaku kejahatan. Akan tetapi juga berefek mencegah
semakin menjamurnya kejahatan korupsi. Penindakannya pun memenuhi tuntutan rasa keadilan
masyarakat tanpa terpengaruh oleh status sosial dan kedudukan seseorang.
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terjadi kolusi atau persekongkolan terselubung antara aparat penegak hukum
dengan oknum yang bersangkutan.
Menurut Baharuddin Lopa, apabila di suatu daerah didapatkan
informasi tentang terjadinya suatu tindak pidana kejahatan korupsi, maka
langkah-langkah yang harus diambil adalah sebagai berikut.
1. Menelusuri kekayaan dan segera menyampaikan kepada lembaga terkait
Pada dasarnya, masyarakat pun menyadari betapa berbahayanya
kejahatan korupsi, bahkan dapat merusak moral bangsa. Apabila seseorang
telah dijadikan sasaran untuk digoda melakukan penyimpangan dan usaha
memuluskan maksud jahatnya, maka yang bersangkutan akan berusaha cara
lain untuk menaklukkan sasarannya.
Sebagaimana diketahui bahwa salah satu penyakit yang sangat
menggiurkan dan dapat melumpuhkan perekonomian di negeri ini adalah
kejahatan korupsi. Kejahatan ini telah menggerogoti bangsa Indonesia
berpuluh-puluh tahun. Lembaga pemberantasannya pun bermunculan di mana-
mna. Peraturan perundang-undangan pun telah berkali-kali dilakukan revisi.
Setiap terjadi suksesi kepemimpinan, baik pada level kepemimpinan nasional
sampai pada level paling bawah, pemerintahahan desa, termasuk para
legislatornya, semuanya menebar janji untuk konsisten dalam penegakan
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hukum. Ternyata realitas berbicara lain, kajahatan korupsi semakin menjadi-
jadi.
Manurut Baharuddin Lopa, apabila ada laporan dari masyarakat adanya
oknum yang melakukan korupsi, maka langkah paling mutakhir ditempuh
adalah mengumpulkan bahan-bahan untuk pembuktian di muka pengadilan dan
sekaligus menelusuri kekayaan oknum yang bersangkutan yang diduga
diperoleh dari perbuatan korupsi.30 Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi
terjadinya pembalikan nama pada bank-bank tertentu atau mengatasnamakan
orang lain. langkah ini penting dilakukan karena pada umumnya apabila
seseorang mengetahui bahwa dirinya sementara berada dalam incaran penyidik
atau penuntut, maka ada kemungkinan langkah yang mereka temph adalah
mengupayakan pemindahan kekayaan dengan berbagai macam cara.
Menurut Baharuddin Lopa, cara yang umum ditempuh untuk
mengaburkan proses penyidikan, apabila kekayaannya berupa tanah atau
rumah, biasanya cepat-cepat menjual atau pura-pura menjual kekayaannya
tersebut. Ia akan berusaha untuk menerbitkan sertifikat (tanda kepemilikan)
baru atas tanah atau rumah dengan menggunakan nama orang lain agar luput
dari tindakan penyitaan oleh aparat penegak hukum.31 Demikian halnya dengan
30 Baharuddin Lopa, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, h. 94.
31 Baharuddin Lopa, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, h. 95.
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uang yang disimpan. Apabila hasil korupsinya berupa uang, maka yang
terduga akan berusaha secepatnya melakukan penarikan uang yang disimpan di
bank untuk dipindahtangankan kepada orang lain. Misalnya kepada familinya
atau kerabatnya yang diyakini tidak akan memilikinya kelak.32 Untuk
melakukan langkah-langkah seprti ini, maka kecekatan aparat penegak hukum
merupakan sesuatu yang sangat menentukan. Aparat penegak hukum
seharusnya sesegera mungkin bereaksi ketika mendapa informasi akan adanya
suatu tindak pidana korupsi.
Setelah mengumpulkan data-data untuk pembuktian penelusuran
kekayaan terduga yang didapatkan dari hasil korupsi, maka langkah
selanjutnya adalah segera menyampaikan kepada instansi yang dianggap perlu.
Misalnya agraria dan notaris setempat bahwa tanah atau rumah (lengkap
dengan tanggal dan nomor sertifikat) telah disita oleh aparat penegak hukum
untuk keperluan penyidikan, sekaligus menjadi barang bukti dalam suatu
tindak pidana korupsi.33 Pentingnya tindakan ini dilakukan agar pihak agraria
dan notaris tidak berkeinginan melayani dan menangani penjualannya atau pun
pembalikan nama. Dengan sendirinya tidak akan ada orang yang berkeinginan
32 Baharuddin Lopa, Masalah-masalah Politik, Hukum, Sosial, Budaya, dan Agama: Sebuah
Pemikiran, h. 49.
33 Baharuddin Lopa, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, h. 96.
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membelinya, karena berada dalam kekuasaan pihak aparat penegak hukum,
dalam hal ini sementara dalam proses penyidikan.
2. Pembuktian Terbalik
Salah satu problem besar yang dihadapi dalam proses penyelesaian
kasus hukum terletak pada terpenuhi bukti-bukti materil bahwa seseorang telah
melakukan tindak pidana, misalnya korupsi. Oleh karena itu, dibutuhkan
adanya solusi alternatif yang dapat menekan seseorang yang terduga agar tidak
melakukan spekulasi dalam proses pembuktian. Bagi Baharuddin Lopa, solusi
alternatif yang perlu dipikirkan adalah pemberlakukan sistem pembuktian
terbalik atau (reversal of the burden of proof), khusus pada kasus korupsi.
Menurut Baharuddin Lopa, apabila seseorang benar-benar melakukan
koruspi, maka sangat sulit untuk menghindar dari pemeriksaan dengan
membuat alasan yang tidak mendasar. Apabila seseorang dikenakan tuduhan
melakukan korupsi dan tidak dapat membutkikan sumber kekayaannya secara
sah, maka secara hukum orang tersebut dinyatakan telah melakukan korupsi.34
Dengan perkataan lain, bukanlah Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang berusaha
membuktikan bahwa seseorang telah melakukan korupsi. Oknum yang
34 Baharuddin Lopa, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, h. 106. Misalnya, apabila
yang tertuduh melakukan korupsi mengatakan bahwa kekayaan yang dimilikinya adalah hibah dari
mertuanya, maka pemeriksaan dilanjutkan kepada mertuanya, apakah betul ada hibah dan darimana
sumber kekayaan yang dhibahkan itu.
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bersangkutanlah yang akan membuktian bahwa kekayaan yang dimilikinya
bersumber dari jalan yang sah atau tidak.
Di Indonesia, seseorang meskipun telah melakukan korupsi, dia akan
dianggap bersih dari perbuatan biadabnya, kecuali JPU berhasil atau dapat
membuktikan bahwa orang tersebut melakukan korupsi.
Selanjutnya, Baharuddin Lopa, berpandangan bahwa apabila
pembuktian terbalik dilaksanakan, maka orang akan merasa takut melakukan
korupsi. Karena seseorang akan mengalami kesulitan menjelaskan dan
membuktikan sumber-sumber kekayaannya yang diperoleh secara tidak sah.35
Hadirnya pembuktian terbalik ini, paling tidak dapat membuat seseorang
berpikir beribu-ribu kali sebelum melakukan aksinya yang tidak terpuji itu.
Akan dapat melumpuhkan pergerakan spekulatif yang dibuat oleh seseorang
yang melakukan korupsi dan berusaha untuk menghindar dari kejaran hukum.
Bagaimana pun lincahnya berputar mencari celah agar tidak terbukti, akan
terus dikejar. Dengan kata lain, apabila pembuktian terbalik ini dilaksanakan,
maka seseorang yang berani melakukan korupsi berarti siap bunuh diri.
Gagasan tentang perlunya menerapkan pembuktian terbalik atau
pembalikan beban pembuktian bukanlah sesuatu yang baru dalam wacana
35 Baharuddin Lopa, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, h. 107. Contohnya, apabila
seseorang yang tertuduh memberi alasan kekayaannya diperoleh dari hasil judi, dia harus
membuktikan di mana dilakukan undian itu, dan berapa hasil yang diperoleh.
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penegakan hukum di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam UU Nomor 24
Tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan Tindak Pidana
Korupsi. Dalam Pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa terdakwa wajib
memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri
atau suami, anak dan harta benda sesuatu badan hukum yang diurusnya,
apabila diminta oleh Jaksa. Dalam pembahasan terhadap revisi UU No. 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, para pakar hukum
pun saling berbeda pendapat. Bagi sebagian pakar hukum menolak  penerapan
sistem pembalikan beban pembuktian, karena sistem tersebut potensial akan
terjadi pelanggaran HAM, bertentangan dengan asas-asas hukum pidana,
misalnya  asas  tidak mempersalahkan diri sendiri (non self incrimination),
asas hak untuk diam (right to remain silent) serta asas praduga tidak bersalah
(presumption of  innocence). Di samping itu, sistem pembalikan beban
pembuktian  juga  bertentangan dengan prinsip pembuktian yang dianut
KUHAP, yaitu terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian tetapi
dibebankan kepada penuntut umum, dan  hakim tidak boleh menjatuhkan
pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat
bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-
benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah.
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Sebagian pakar hukum pidana berpandangan bahwa apabila pembuktian
terbalik diterapkan secara mutlak akan mengakibatkan ketidakadilan, karena di
Indonesia khususnya kesadaran untuk melakukan pencatatan secara tertib
terhadap penghasilan yang diperoleh masihlah rendah. Andi Hamzah
mencontohkan ketika terjadi “perdebatan” dengan Baharuddin Lopa (Menteri
Kehakiman dan HAM) dalam Tim Revisi UU No. 31 Tahun 1999, dimana ia
mempertanyakan apakah semua penghasilan Pak Lopa untuk membeli mobil
Soluna yang dimilikinya, semuanya tercatat lengkap dengan tanda terimanya.
Prof. Baharuddin Lopa menyatakan tidak lengkap. Andi Hamzah pun langsung
menyatakan, dengan demikian penyidik bisa memeriksa Lopa dengan dugaan
korupsi.36 Namun demikian, pemikiran tentang pemberlakuan pembutkian
terbalik khusus dalam kasus pidana korupsi sangat sangat potensial membuat
oknum yang memiliki kesempatan untuk korupsi agar mengurungkan niat
jahatnya tersebut.
Menurut JE. Sahetapy, penerapan sistem pembalikan beban pembuktian
bertitik tolak pada pemikiran bahwa korupsi merupakan sumber kemiskinan
dan kejahatan serius yang sulit pembuktianya. Ditinjau dari aspek HAM,
penerapan sistem pembalikan beban pembuktian tidak melanggar HAM,
36 Hendro Dewanto dkk, Apa dan Siapa Baharuddin Lopa: Sketsa Perjalanan Seorang
‘BARLOP’ Pendekar Hukum dan Keadilan Indonesia, Jakarta: Jaksa Agung Muda Bidang Tindak
Pidana Khusus, 2012, h. 250-251
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karena Indonesia dapat diperbandingkan dengan dianutnya asas retroactive
berkaitan dengan pelanggaran HAM berat  (gross violation of human right)
yang pada dasarnya juga bertentangan dengan asas-asas umum hukum pidana
terutama pada asas legalitas. Selanjutnya dikatakan bahwa penerapan asas
pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi tidak bertentangan dengan
KUHAP karena di  dunia hukum dikenal asas deuitzonderingen bevestigen de
regel (perkecualian memastikan aturan yang ada).37
Selain dari yang disebutkan di atas, mengungkap dan menindak pelaku
kejahatan korupsi, Baharuddin Lopa mempertegas akan pentingnya
penguasaan Undang-undang dan kepercayaan masyarakat.
1). Penguasaan Undang-undang
Dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dalam penegakan
hukum, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka seorang
pejabat hukum harus menguasai Undang-undang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi. Di samping itu, harus menguasai teknik operasionalnya agar
penyidikan dan penuntutannya berhasil dengan baik.38 Seorang yang diberi
amanah untuk menegakkan hukum harus mampu memahami Undang-undang
lengkap dengan penjabarannya yang berkaitan dengan kasus-kasus tertentu.
37 JE. Sahetappy, www.komisihukum.go.id, 2 Februari 2012, diakses  tanggal 5 Desember 2012.
38 Baharuddin Lopa, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, h. 93.
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Menurut Baharuddin Lopa, dalam kaitannya dengan tindak pidana
penyuapan seorang aparat penegak hukum harus berhati-hati dalam memilih
ketentuan Undang-undang yang akan diterapkan. Misalnya, pasal 1 ayat (1d)
UU Nomor 3 tahun 1971 yang mengatur soal penyuapan, jangkauannya lebih
luas dan lebih muda dibandingkan dengan yang diatur dalam pasal 209 Kitab
Undang-undang Hukum Pidana.39 Pada prinsipnya, Baharuddin Lopa
menginginkan agar para jaksa dan hakim dalam melaksanakan tugas sebagai
pejuang penegakan hukum, tidak hanya berbuat membuktikan apakah
seseorang bersalah atau tidak, lebih dari itu pentingnya mengkaji ketentuan-
ketentuan mana yang lebih tepat diterapkan.
2). Menciptakan Kepercayaan Masyarakat
Dalam pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa masyarakat
merupakan salah satu faktor yang ikut berpengaruh dalam penegakan hukum.
Meyakinkan masyarakat tentang sesuatu yang dilakukan adalah bukanlah hal
yang mudah. Membina keyakinan berarti meciptakan pemahaman melalui
perasaan dan ilmu yang akan melahirkan pribadi yang tangguh.
Menurut Baharuddin Lopa, untuk mampu meyakinkan masyarakat
terhadap aksi yang dilakukan, terutama dalam menegakkan hukum,
pelaksananya harus beriman dan bertakwa atau lebih dahulu membuktikan
39 Baharuddin Lopa, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, h. 93
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bahwa dirinya sendiri adalah orang yang beretika, bermoral atau berakhlak.40
Agar upaya membongkar berbagai kasus kejahatan, mutlak diperlukan bantuan
dan partisipasi masyarakat. Karenanya sebagai pelaksana tugas dilapangan,
harus senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat. Kepercayan merupakan
modal yang paling utama. Kesadaran moral dan kejujuran dalam menjalankan
amanah umat, yang secara teologis adalah amanah dari Allah, menjadi sebuah
landasan kuat (legitimate) untuk tercapainya cita-cita mewujudkan suatu kaum
atau bangsa menjadi bangsa yang rasional patuh dan tunduk di bawah naungan
hukum yang berlaku.
Keterpaduan tindakan, pencegahan dan penindakan, dalam penegakan
hukum di Indonesia akan memiliki pengaruh positif. Ketepatan langkah
penindakan akan berefek positif  terhadap pencegahan. Artinya, apabila pola
penindakan tidak didasari adanya rasa benci terhadap seseorang, dengan
sendirinya akan menjadi "teror psikologis" yang punya niat untuk melakukan
kejahatan.
40 Baharuddin Lopa, "Etika Pembangunan Hukum Nasional" dalam Identitas Hukum
Nasional, editor, h. 22. Terkait tentang pentingnya memiliki integritas moral yang mulia, Baharuddin
Lopa mengambil salah satu contoh kepribadian Rasulullah saw. yang mengisahkan tentang bagaimana
cara beliau menerapkan hukum. Katika Rasulullah saw. tiba di Madinah dan hendak mendirikan
masjid sebagai pusat syi'ar Islam, tempat beribadah dan pusat pemerintahan, maka salah seorang
pemilik tanah rela menyumbangkan tanahnya untuk pembangunan masjid tersebut. Namun Rasulullah
saw. menolak dengan pertimbangan etika. Apalagi mengetahui pemilik tanah itu adalah yatim-piatu
dan hanya satu-satunya tanah peninggalan orang tuanya. Solusinya, dibentuklah kepanitiaan, terdiri
dari pihak Rasulullah saw. dan pihak ketiga (yang mengetahui harga tanah pada masa itu) untuk
menaksir harga secara adil. Setelah panitia bekerja dan berhasil menaksir harga, maka Rasulullah saw.
pun membayar tanah itu.
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Khusus dalam memberantas tindak pidana korupsi seorang pemimpin
tidak perlu terlalu banyak menyampaikan kata-kata, cukup sikapnya yang
terpuji yang dilihat oleh sesame dan jajarannya untuk dijadikan teladan. Satu
tingkah laku yang positif yang diperlihatkan oleh atasan kepada bawahannya
jauh lebih efektif daripada 2.000 kata.41 Baharuddin Lopa hendak
menyampaikan pesan moral bahwa selama masih ada keinginan untuk
membenahi moral agar tercipta disiplin yang kuat, sebaiknya ada sebagian
anggota masyarakat terutama pemimpin yang mengajak dan member contoh
untuk berbuat positif. Karena semua agama mengajarkan dan menghendaki
terwujudnya masyarakat yang bersih dan juga bisa melahirkan pemerintahan
yang bersih, bertingkah laku positif, bukan pemimpin yang selalu berpikir
bagaimana memperkosa hak orang lain, termasuk melakukan korupsi.
Bagaimana seseorang bisa menjadi teladan, sedangkan berada dalam
lingkungan yang kurang mendukung. Oleh karena itu, perlu selalu membangun
komunikasi untuk saling mengingatkan (nasehat) jangan sampai terjebak
dalam perbuatan jahat, berupa korupsi. Saling menasehati antara satu dengan
yang lain agar terhindar dari perbuatan yang melanggar hukum, korupsi,
sesungguhnya bukanlh faktor tunggal atau tidaklah cukup kalau hanya dengan
saling menasehati.  Bagi baharuddin Lopa, selain saling menasehati juga yang
41 Baharuddin Lopa, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, h. 82.
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tidak kalah pentingnya adalah saling mengingatkan agar kita semua dapat
meningkatkan ketakwaan. Karena dengan takwa yang utuh, kebersihan hati
dapat terpelihara guna terhinddar dari perbuatan tidak terpuji.42 Untuk
memperkuat argumentasinya, Baharuddin Lopa mengutip firman Allah swt.
dalam QS. Al-Ankabut/29: 45, sebagai berikut:
.... رِ كَ نْ مُ الْ وَ اءِ شَ حْ لفَ اْ نِ ى عَ هَ نْـ تَـ ةَ الَ صَّ النَّ اِ ...
Terjemahnya:
“…sesungguhnya shalat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar….43
Hal ini juga menunjukkan bahwa Baharuddin Lopa memiliki kualitas
iman yang terjaga, rasa takutnya kepada Allah swt. sangat kuat, hubungan
vertikalnya kepada Allah swt. tetap terpelihara, meskipun pekerjaannya
bertumpuk.
Pemikiran Baharuddin Lopa dalam upaya penegakan hukum di Indonesia,
bukanlah alasan utama untuk menilai sebagai tokoh dan pendekar hukum. Hal
ini dapat dilihat dari pemikiran-pemikirannya yang tidak jauh berbeda dari
pemikiran para ahli dan penegak hukum lainnya. Akan tetapi, tegaknya hukum
dalam sentuhan Baharuddin Lopa disebabkan oleh satunya kata dengan
tindakannya. Menegakkan hukum karena Allah, bukan karena yang lainnya.
42 Baharuddin Lopa, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, h. 83.






Berdasarkan uraian sebelumnya sesuai rumusan masalah yang telah
ditetapkan, maka dalam bab ini dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:
1. Bagi baharuddin Lopa, perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan
hukum serta memerangi kebaţilan bukanlah pekerjaan yang mudah
meskipun mulia. Didalamnya dibutuhkan adanya prinsip yang kuat,
kepribadian yang kokoh, moral yang tangguh dan terpuji. Memiliki
keikhlasan dan keberanian memberantas kejahatan sebagai amanah
yang akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah Swt. Berani hidup
sederhana, meskipun dunia selalu menuntut untuk hidup penuh
kemewahan. Pada akhirnya, moral yang menentukan.
2. Untuk tercapainya cita-cita menjadikan hukum sebagai panglima,
langkah utama dan pertama dilakukan adalah membina kesadaran
hukum masyarakat. Memberikan bimbingan dan pendidikan tentang
akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang melanggar dan berlawanan
dengan hukum. Selain itu, hukum harus dijalankan oleh orang-orang
yang memiliki pengetahuan yang komprehensif terhadap peraturan
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perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
B. Implikasi Penelitian
Dengan selesainya penelitian ini diharapkan berimplikasi positif pada
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